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Di dalam undang-undang hukum perdata, proses dan struktur persidangan sebagai berikut,
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Apabila surat gugatan itu masuk, terlebih dahulu melakukan pengecekan secara singkat, dan apabila tidak ada
kekurangan secara formal, berkas itu segerah dikirimkan kepada lawan pihak dan meminta untuk mengirimkan
surat jawaban dalam 30 hari. Tetapi apbila berkas surat gugat itu tidak dapat disampaikan kepada pihak Tergugat,
Pengadilan mengeluarkan perintah untuk melengkapi alamat, dan berkas perkara yang harus dikirimkan lewat
pengiriman terbuka umum, hal itu harus segera diurus seperti permintaan pengiriman terbuka umum,
pelaksanaan pengiriman terbuka umum dan permintaan bukti-bukti dilakukan dalam waktu yang telah
ditentukan, setelah itu tanggal perdebatan pertama ditentukan supaya terjadi penutupan perdebatan.
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Setelah berkas surat gugatan disampaikan kepada pihak tergugat, dan masa pemberian surat jawaban sudah
berakhir, setelah itu ketua majelis hakim memeriksana surat gugatan itu dan mengambil arah apa yang dilakukan
ke depan. Dan sesuai dengan apakah surat jawaban sudah masuk atau tidak, tindakan ke depannya menjadi
sangat berbeda.
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Yang pertama-tama, jika surat jawaban tidak masuk dalam batas waktu, atau surat jawaban masuk dalam maksud
mengakui surat gugatan tersebut, untuk sementara perkara itu digolongkan ke perkara yang tidak usah
mengadakan perdebatan.
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Selanjutnya, jika pihak Tergugat mengirimkan surat jawaban yang isinya tidak dapat menyetujuhi isi surat
gugatan tersebut, ketua majelis memeriksa catatan itu, dam memilah perkara itu, dan menentukan arah
selanjutnya.
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Pada prinsipnya, ketua majelis hakim coba menentukan tanggal perdebatan pertama secepat mungkin, supaya
kedua pihak dapat bertemu di hadapan hakim. Pada hari perdebatan pertama kedua pihak mengecek sengketa
perkara itu dan diberi kesempatan untuk saling memperdebat supaya pendapat mereka dapat dikemukakan.
Melalui proses itu, kedua pihak saling mengemukan pendapat dan permohonan, sedangkan majelis hakim
membuat suasana pengadilan itu transparan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap
putusan pengadilan. Dengan demikian, melalui tanggal perdebatan, jika kedua pihak sudah tahu akan inti
sengketa tersebut, maka proses pengajuan dan pemeriksaan bukti akan dilakukan dengan mengutamakan inti
sengketa tersebut secara intensif.
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Sedangkan ketua majelis dapat menyerahkan perkara itu kepada prosedur persiapan, setelah tahap pembagian
kasus atau tanggal perdebatan pertama. Hal itu dilakukan, ketika perdebatan dari kedua pihak sangat sengit atau
hubungan bukti-bukti sangat rumit, lalu merasa membutuhkan proses persiapan untuk menyusun pendapat dan
bukti-bukti kedua pihak dan merancang persidangan ke depan. Proses itu dapat dijalankan, kedua pihak saling
bertukar menukar dokumen-dokumen (persiapan melalui surat), dan cara mengatur pendapat dan bukti di dalam
pengadilan (proses pada tanggal persiapan).
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Ketika proses perdebatan berjalan, kedua pihak harus mengajukan pendapat dalam dokumen-dokumen yang
dipersiapkan serta permintaan bukti dan penyataan bukti yang dapat menunjang pendapat mereka. Oleh karena
itu segala dokumen yang berkaitan harus terlampir pada dokumen persiapan, dan segala prosedur, seperti
permintaan pengiriman dokumen, permintaan pengecekan fakta, permintaan pemeriksaan dan penilaian, dan
permintaan mempercepat proses maupun permintaan saksi pun semuanya selesai dalam tahap ini.
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Pada tanggal pemeriksaan bukti, pada prinsipnya kedua pihak yang terlibat dalam perkara menghadirkan semua

saksi dan orang-orang yang perlu dipertemukan, supaya dalam kesempatan itu semua pemeriksaan dapat
dilakukan dan dalam waktu yang singkat dapat memutus perkara tersebut.

DI DA Aol HEE Al dElAE A% g BAAAe) HA T oln WAANE
stejd @A ol 2AAEE &8st £ 384 S ANEstes Ae AFEUTH

Dan apabila kedua pihak bersengketa, di antara tahap-tahap mana pun di atas diajurkan putusan perdamaian atau
menggunakan sistem rekonsiliasi, supaya perkara itu dapat diselesaikan secara berdamai.
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2) Pengiriman
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Setelah melakukan pengiriman berkas, ternyata tidak ada pihak yang menerima, pintu tertutup, kurang jelas
pihak yang menerima, kurang jelas alamat, atau perpindahan ke tempat yang kurang jelas, sehingga berkas itu
tidak dapat disampaikan, maka sesuai dengan alasan yang tidak dapat disampaikan, harus dikirimkan lagi entah
pengiriman kembali atau pengirimban terbuka, dan dalam metode-metode pengiriman ada cara seperti di bawah
ini.
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tertutup Yang menerima masuk ke wajib militer, ditahan penjara,

sehingga tidak ada di setempat, maka alamat pangkalan
militer atau rumah tahanan dilengkapi, lalu pengadilan
mengirimkan kembali, sedangkan karena perjalanan lama
atau pintu tertutup karena bekerja di kantor, pihak yang
bersangkutan dapat meminta pengiriman kembali atau
petugas eksekusi pengantar dimintai untuk mengantarkan
surat itu pada hari tanggal merah atau malam hari.
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perpindahan baru kurang jelas Apabila alamatnya tidak lengkap, atau pada alamat sama
banyak orang tinggal, diperintahkan untuk melengkapi
alamat baru secara seksama, dan jika tidak dapat tahu
akan alamat dan tempat tinggal, segala keterangan
dilengkapi lalu dapat mengajukan permintaan pengirim
terbuka umum
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Kurang jelas yang menerima Apabila alamat dan nama penerima tidak jelas, maka

tidak dapat disampaikan, maka alamat dan nama lengkap
harus dibenahi dan diperlengkapi.
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Walaupun upaya penelitian lazim sudah dilakukan, namun tetap tidak dapat mengetahui alamat, tempat tinggal,
tempat bisnis dan kantor maupun tempat kerja pihak yang menerima berkas, maka dokumen yang dapat
menyatakan alamat terakhir dari orang yang dapat menerima seperti kartu tanda penduduk serta upaya-upaya
yang telah dilakukan untuk mencari tempat tinggal dan walaupun begitu belum dapat memperoleh data yang
diandalkan dan dipercayai, semuanya harus dilampirkan dalam permintaan tersebut.
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Kuasa hukum dalam persidangan itu ada dua macam, yaitu kuasa hukum yang diangkat oleh pengadilan di luar
kemauan pihak yang bersangkutan, dan kuasa hukum yang diangkat oleh kemauan pihak yang bersangkutan.
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Apabila pihak yang terlibat dalam perkara litigasi adalah orang yang belum dewasa
atau orang yang dilarang maupun dibatasi dalam melakukan pengaturan hak,
mereka tidak dapat menjadi subyek peradilan. Pada saat itu, kuasa hukum akan
mewakili pihak yang bersangkutan dan dapat melakukan tindakan litigasi, dan

diglle] A4 kuasa hukum litigasi itu sendiri terdiri dari
Syarat kuasa o HAEAE AR, IAATL §le A 4
hukum *  Orang yang belum dewasa: Orangtua atau jika tidak ada, sponsor
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*  Orang yang dilarang atau dibatasi penggunaan hak: Sponsor
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Apabila kuasa hukum hendak mengambil tindakan litigasi, ia harus menyerahkan

dokumen yang menyatakan hubungan status, seperti Kartu keluarga atau Kartu
tanda penduduk.
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Ruang lingkup litigasi yang dapat dilaksanakan oleh kuasa hukum dengan
mewakili pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut

o AR LAY £2FYHE E F JdFU

*  Kuasa hukum: Dapat melakukan segala tindakan litigas
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e Sponsor: Pada prinsipnya harus mendapat persetujuan dari rapat
keluarga. Tetapi jika berposisi digugat atau menjadi termohon banding,
ia dapat mengambil tindakan litigasi tanpa persetujuan rapat keluarga,
namun dalam penarikan surat gugatan(termasuk penarikan surat
kasasi), perdamaian, pembatalan permintaan, persetujuan dan mundur
dari pihak litigasi harus mendapatkan hak kuasa hukum spesial dari
rapat keluarga.
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Syarat sebagai seorang kuasa hukum dalam litigasi berbeda-beda sesuai dengan
perkara yang dapat diputus lewat majelis hakim, perkara yang dapat diputus dengan
hakim seorang diri, dan perkara jumlah uang kecil. Tetapi kesamaannya adalah
semuanya mempunyai kemampuan untuk berlitigasi dan lewat dokumen ia harus
membuktikan hak kuasa. Contoh kasus yang spesifik akan dijelaskan sesuai dengan
kasus demi kasus
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Ruang lingkup
hak kuasa hukum
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Pokok pembahasan adalah sampai sejauh mana seorang kuasa hukum dapat
melakukan tindakan litigasi dengan mewakili pihak yang bersangkutan, yaitu
mengenai ruang lingkup hak kuasa hukum.
o 9F A 25YAE T F YFUh
*  Prinsip: Dapat melakukan segala tindakan litigasi
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*  Pengecualian: Pengajuan gugatan balik, penarikan surat gugatan,
perdamaian, pembuangan permintaan, persetujuan, mundur dari
litigasi, pengajuan atau penarikan kasasi, pengangkatan kuasa hukum
ganda, harus mendapatkan kuasa spesial dari pihak yang bersangkutan
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Perkara uang litigasi melebihi 100 juta won. Selain pengacara, manager dan
pelaksana litigasi negara, tidak dapat menjadi kuasa hukum bagi pihak yang
bersangkutan
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Dalam perkara yang dapat diputus oleh hakim seorang diri, orang yang bukan
pengacara pun dapat diangkat menjadi kuasa hukum setelah mendapat perizinan
dari pengadilan. Orang yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa hukum
atau orang-orang yang memiliki hubungan, seperti kerabat yang sangat dekat dalam
garis langsung, atau orang yang sedang bekerja untuk pihak yang bersangkutan,
dan orang yang dapat memperoleh izin dari pengadilan harus termasuk kepada
salah satu dari di bawah ini.

=

do 1

o

b Al
A
Perkara dapat
diputus oleh

seorang hakim

sendiri

=AU
e
e
>
N

L AR mjA EE 4 & oke] AFHOR Pabzbshe] @A
vlFo] eintn ARHE A

1. Pasangan hidup atau orang kerabat yang sangat dekat dengan hubungan
keluarga dan orang yang dianggap pantas melihat hubungan kedekatan dengan
pihak yang bersangkutan
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2. Orang yang sudah diperkerjakan oleh pihak bersangkutan atau memiliki
hubungan kerja dan biasa untuk membantu dan melakukan pekerjaan yang
disuruh oleh pihak yang bersangkutan dan yang dianggap sebagai orang yang
dapat menangani pekerjaan itu.
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e Untuk mendapat persetujuan dari pengadilan, terlebih dahulu harus diajukan
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sura kuasa hukum dan surat permohonan izin kuasa hukum, dan apabila tidak
dapat memperoleh persetujuan dari pengadilan, dapat mengalami kerugian,
yaitu dianggap tidak hadir pada persidangan.
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Perkara jumlah uang litigasi yang ditangani oleh pengadilan negeri tingkat pertama
tidak melebihi 20 juta won, dan tujuan litigasi adalah pembayaran uang, atau
barang alternatif atau surat sekuritas yang berharga.
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untuk perkara * Dalam perkara jumlah uang litigasi kecil yang menjadi kuasa hukum adalah
kecil pasangan hidup, hubungan keluarga langsung, saudara sekandung walaupun

tidak mendapat perizinan dari pengadilan. Pada saat itu, perlu mengajukan
surat kuasa yang isinya menerangkan hubungan keluarga, atau daftar kartu
tanda penduduk dan surat kuasa sebagai bukti bahwa ia sudah terima kuasanya.
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» Selain syarat di atas, jika yang mau menjadi kuasa hukum memiliki hubungan
spesial seperti hubungan keluarga dan pekerjaan dapat menjadi kuasa hukum
setelah mendapat izin dari pengadilan.
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Jika hari itu Perubahan tanggalan perdebatan atau persidangan pertama diperbolehkan jika ada
tanggal kesepakatan dari kedua pihak. Pada saat itu, surat kesepakatan dan persetujuan dari
persidangan pihak lawan serta permohonan perubahan tanggal persidangan pertama diajukan
pertama kepada pengadilan secara langsung atau dikirimkan melalui pos sebagai tanggal

persidangan.
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adalah setelah Perubahan tanggal persidangan setelah perdebatan ke-2 dapat dilakukan, ketika ada
tanggal alasan yang jelas, (seperti acara perkawinan, hadir acara kematian, atau sebelum
persidangan diberitahukan tanggal tersebut, sudah ada pemberitahuan yang lebih duluan dari
kedua. pengadilan lain), setelah mendapat izin dari pengadilan, baru perubahan dapat

dilakukan. Pada saat itu, data yang dapat menerangkan alasan yang jelas itu harus
dilampirkan pada pengadilan bersama surat permohonan perubahan tanggal
persidangan.
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Pada tanggal perdebatan, penggugat tidak hadir dan hanya pihak Tergugat saja hadir, sesuai dengan sikap
pembicaraan Tergugat, akan terjadi efek yang berbeda.
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Pertama, jika Tergugat tidak mengatakan apa-apa, ketua majelis hakim menentukan tanggal persidangan, dan
apabila pada hari itu pun pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir, atau hanya pihak Tergugat saja hadir, tetapi
tidak berkata apa-apa, Pengadilan tidak menentukan tanggal persidangan berikut, dan dalam 1 bulan tidak
permohonan untuk penetapan tanggal persidangan, dianggap surat gugatan telah ditarik.
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Sedangkan walaupun Penggugat tidak hadir, Tergugat berbicara terhadap surat gugatan Penggugat, persidangan
dapat dijalankan dengan berdasarkan pernyataan di surat gugatan dari Penggugat.
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P Ketidakhadiran Tergugat
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Pada tanggal perdebatan, baik Penggugat dan Tergugat tidak hadir dua-duanya, jadi menentukan tanggal baru

yang berikutnya dan memanggil mereka, dan Penggugat hadir lalu berbicara tentang surat gugatan, sedangkan

Tergugat tidak mengajukan apa-apa sebagai surat jawaban, dapat menerima semua fakta yang diajukan oleh

Penggugat. Sedangkan apabila Tergugat mengajukan dokumen persiapan lain bersama surat jawaban, hal itu

dianggap sudah mengajukan dokumen jawaban atau tanggapan, lalu persidangan dapat dijalankan.
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4) Sistem bantuan litigasi dan bantuan litigasi untuk orang asing dalam
pengangkatan pengacara LBH
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Bol Bad AT W ge FUL Fol B AAANLOZH I e um AT AV BE
S Y= s A=Y

Sistem Bantuan L|tigasi adalah orang yang tidak mampu dalam finansial dibebaskan atau ditunda pembayaran
biaya yang dibutuhkan dalam pengadilan melalui permohonan pihak yang bersangkutan atau dengan keputusan
Pengadilan, sehingga dapat diadili tanpa membayar biaya.

IS SO R

P Obyek bantuan litigasi

agTRE VLS, Y25, Mbade] BaAd
A% 1 el Huth

Bantuan litigasi dapat diterapkan pada perkara pokok dalam litigasi perdata, litigasi adminitrasi, dan litigasi
kekeluargaan maupun kasus permintaan percepatan, kasus penahanan dan larangan sementara.

L EEol1

R

> 2dTE AFAR
> Prosedur permintaan bantuan litigasi

2 AVSEE ART 254G F P AHT S Qon], 9T TE WAS UY
g 4 Aot £ A WOl 48 AVlSEE B, £ A7) POl £51EE mEST 2

= ol A stofoF Fyth.
Baik pihak yang ingin mengajukan surat gugatan atau pihak yang terlibat dalam litigasi, dan bukan hanya orang
asing tetapi badan hukum pun dapat mengajukannya. Sebelum mengajukan surat gugatan, permohonan diajukan
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kepada pengadilan, dan jika sudah mengajukan surat gugatan, kepada pengadilan yang menyimpan catatan
litigasi.

> 2ETE 81

P Syarat bantuan litigasi

2FTEE 37 S131A 3t warbsgelke ¥ /b4 2xle] agyth i)
H2 A Afddes AARCR NiFste] 7] 9 sl A dad AES et FaAes
25HEe A2 T Jle TS gusiy, 2HARE ‘AFTE ABANEA
& A4S AZshelor FUTH a7k e AHQle] 1 adelA AT Aol BHskA ok
g A9 JAAEHH, Hdo] AFHANA Y A5E V2E FEFYL

Untuk mengajukan bantuan litigasi, harus ada syarat bahwa orang yang mengajukan tidak mampu secara
ekonomi, dan ada kemungkinan menang dalam gugatan. Apa yang dimaksud dengan ketidakmampuan adalah
bagi orang pribadi karena kemiskinan, sehingga jika membayar biaya litigasi, akan terpengaruh secara fatal dan
serius untuk menghidupi diri dan keluarganya, dan data penjelasan itu harus dibuat pada “surat pernyataan
hubungan kekayaan dalam bantuan litigasi” dan diserahkan kepada pengadilan. Dan kemungkinan menang
dalam perkara diakui ketika pihak yang bersangkutan tidak jelas akan kemungkinan kalah, dan pengadilan
sendiri dapat memutus berdasarkan data yang didapati melalui prosedur pengadilan.

rr
>
N
e
o
z -0
2

> o=Ae AT AFTE AFHIA AE AA A

» Informasi pelaksanaan sistem pengangkatan pengacara untuk orang asing

=l #d Aol B2 Ae T AN, AR, AerPaHd, AR R
9, AAAPHY BAAL, AEATEY ARAY Sl = 25TE AFWBA AR
AL gy

Sistem bantuan litigasi bagi orang asing diadakan di pengadilan negeri Seoul, pengadilan administrasi Seoul,
pengadilan kekeluargaan Seoul, pengadilan negeri Suwoon dan cabangnya Ansan, Pengadilan negeri Incheon
pada cabang Buchon, dan Pengadilan Negeri Taegoo pada cabang Seobu di mana biasa terjadi banyak perkara
yang berkaitan dengan litigasi orang asing.

O FeWES AAAAC] o =Ql - o]F R0l &F oA =l Fo] £2FTEE T
A, 42 vy AAE o= AT HIATS

R 2% 4 PHe THD 25PN WEAe) =4
o AYAE I & dFych

Isi penting utama adalah jika orang asing atau orang berpindah menanyakan bantuan litigasi hukum dengan
alasan kekurangan materi, pengadilan memperkenalkan “asosiasi perkumpulan pengacara bantuan hukum bagi
orang asing“ supaya orang asing mendapat pertolongan prosedur permintaan bantuan litigasi dan cara membuat
surat gugatan dari pengacara yang ditentukan, dan jika perlu mendapat pertolongan juga seorang ahli
penterjemah .

5) EAHHAR] FAAH 2 o] &2
5) Informasi pelayanan pemberitahuan melalui SMS
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» Maksud

MAReEAZIS] AR YA, BAMS T ARG JUE 25T BAMAAZ %5
wol & £ =S she A=y

Ini suatu sistem untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pengadilan seperti penentuan tanggal persidangan,
penerimaan dokumen untuk perkara sengketa perdata, dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan melalui SMS.

> Ao

» Obyek Penerapan

A 2 AR, A 239 NAHRA

Perkara sengketa perdata di pengadilan Negeri seluruh wilayah (termasuk cabang, pengadilan kota dan
kabupaten)

> o]& A
» Prosedur Penggunaan
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Pihak subyek litigasi gugatan atau kuasa hukum yang telah membayar biaya pengiriman terhadap perkara pokok
perdata dapat mengajukan. Pada formulir permintaan surat gugatan ditandai permintaan penggunaan, atau
menyerahkan “permintaan terima informasi lewat hand phone”

> HwAA HE A

P Proses pengiriman messege

ARNDe) ARARNDe) G AeAE AR FHAAY 2D A5 2 Fus) AR
2" dHFUD 7o dE€E JE= 12:000], 250 48HHE AR = 19:000] AFHE YT
Ketika tanggal persidangan ditentukan (termasuk juga perubahan dan pembatalan tanggal persidangan) atau pada
saat dokumen masuk dan diterima, informasi itu diinput di dalam sistem perkara pengadilan. Informasi yang
masuk sebelum siang hari akan dikirim pada pukul 12:00, sedangkan data yang masuk pada sore akan
dikirimkan pada pukul 19:00.

> Ao FAEA

» Pembayaran biaya penggunaan

AR 14T 17T AL 23, 2007 59 3197kAE 29)8 2R ZAdA AFPUtt
(a7} BEad BAMAAT BEHA GEU ).

Setiap messege dikenakan biaya 17 won (termasuk PPN, sampai dengan 31 Mei 2007 dikenakan 22 won) dari
sisa uang pengiriman. (Jika kurang biaya pengiriman, SMS tidak dapat dikirimkan lagi)

» &3

» Manfaat

A2 G Hdoll A&GeA AB7IAA, 24 A AR 5 ¢ F A U

FZe] S vl Abo] AR LTA #Q SRR e A7 oy, EAEAIA FA AH]

2 AN dFHer ARAYARE & 5 A B

Sebelum melakukan pengiriman resmi, secara cepat dapat mengetahui penetapan tanggal persidangan, informasi
penerimaan dokomen dapat diketahui. Pada siang hari, ketika rumah kosong, dapat terjadi tidak menerima
pengiriman pemberitahuan tanggal sidang, dan lewat permintaan pemberitahuan SMS, dapat mengetahui
informasi pelaksanaan pengadilan secara tetap dan aman.

U SAANA

B. Permintaan pengajuan bukti

Bl $7A0] 2AE T ARE FYYD. TARNT AHHN02 FA P02 o)
AW, GAAERE FALAC] dod WA ol st AAE stojof dUnt. SANFY F
AA J&e AFY BEA4E =A4AZ A= 5}741/]_ =2l Z+A<Ql, EYel == HAQY] AES AlH
3= AYUth 183 YUAAFSAAE HEFV) Z]HHO]—7] Uﬂ—.—oﬂ FAA 7} A A E R ke =HA
of taiM = WMol =ASHA 5yt
Ini adalah permintaan yang menginginkan pemeriksaan bukti di pengadilan. Pemeriksaan bukti pada prinsipnya
dilakukan oleh permintaan yang bersangkutan, dan jika ada permohonan permintaan bukti dari pihak yang
bersangkutan, pengadilan harus memutus hal itu. Isi spesifik mengenai permintaan bukti adalah menyerahkan
dokumen dan barang-banrang sebagai bukti atau mengajukan permintaan saksi, ahli penilai, ahli penterjemah
atau translator. Dan di dalam sidang perdata diberlakukan prinsip perdebatan, jika pengadilan tidak melakukan
pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dimintai oleh pihak yang bersangkutan.

Fl

b HAAAEF, ANA A (A 1462, A)147Z)/Prinsip pengajuan dan sistem masa penentuan

- BARE 240 @AE BAstd AAr} FJHES AN FAL R AEselor @
El=3

- Pihak yang bersangkutan harus menyerahkan cara menyerang dan bertahan dengan memperhatikan tahap
litigas, supaya proses itu dapat dipercepat

- AR AR FHe] AZolt BANA Bake] ARG Y & Y3, 2 A0
W QAo e HAx Fosh TR

1l
=
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- Ketua majelis hakim dapat menentukan masa keterbatasan mengenai pengajuan suatu pendapat dan
permintaan pengajuan bukti, dan apabila melewati masa yang telah ditetapkan, tidak sah pada prinsipnya.

F40%

> N
P Permohonan pengajuan saksi

- SAAAAN AE
- Pengajuan surat permohonan saksi

ZAURARE 317 ANME /DA v obd) Aol whek FAUYE solok sul, 2} F<)
ME YFAA L PAAske BAE vY P W3, S FHIY HA @ A% A

A s 58 B2 1A stelok Gy,
Apabila ingin melakukan permintaan saksi, sebelum tanggal habis harus melakukan permohonan saksi sesuai
dengan formulir yang ada di bawah ini, dan harus menyatakan tujuan keperluan bukti sesuai dengan saksi dan
menjelaskan hubungan dengan pihak yang bersangkutan, apakah hadir saksi atau tidak, dan nomor telp yang
dapat dihubungi.

HedolA SA0S A wol= FAdoA A3 vlo] mgt SFRAMEAE ASsAY Ee
BAGE AZstoiok shedl, MY AR 712t el ol F AEstelok FTh FAN A
i SARAES] ol 28 HRE E Fo AHES AEFH A AZFstooF dtH, FUAAEAY
T FAaLe] o 38 HE B4E AlEstedol Utk Hde] AU AAL UL A
A1 FAZANELT, o, $98)S FAZAL Aol HLRBF AFEIAANA o
o oF gyt

Ketika mengambil saksi di pengadilan, harus menyerahkan surat pernyataan saksi atau hal-hal yang diperiksa
kepada pengadilan sesuai dengan apa yang ditentukan pengadilan, hal itu diserahkan dalam waktu yang telah
ditentukan. Surat pernyataan saksi dibuat 2 lebih banyak dari jumlah pihak lawan, dan salinan dan asli sama-
sama harus diserahkan, dan hal pemeriksaan saksi dibuat 3 lebih dari jumlah pihak yang bersangkutan. Ketika
pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat saksi, pihak yang mengajukan itu harus menitipkan biaya
pemeriksaan saksi (seperti upah, biaya transportasi dan biaya penginapan) kepada petugas yang mengurus biaya
penyimpanan sebelum tanggal pemeriksaan bukti.

Tef A A S ddstA ge dodle FUNES
T Aeode on & HED = HHE}. 2
& Aol ngaldel Pl BAHU .

Apabila biaya pemeriksaan bukti tidak dibayar terlebih dahulu, dapat tidak mengajukan pemeriksaan saksi, dan
pada saat saksi ditemani pihak yang mengajukan tidak dapat membayar biaya itu secara langsung. Tetapi apabila
saksi yang dibawakan itu sudah mengajukan penyerahan penagihan biaya seperti biaya transportasi, kewajiban
penitipan biaya terlebih dahulu dibebaskan.

B F den, AHAe] FUde o
1_]. =

]_
HEsAel o 5 ATFAEZIIME AE

- B Ty

- Cara pemanggilan saksi
FQlo] B olf glo] EA38HA ofUg Aol ¥ J% ?017&" Rste] WA = T8
AEAE2E 1T AS "1 & st 7942 38 AAAZde] st Jd delA
A< P& WY $= AdFUch o A %‘MJ&«I vl & dgatelol gy
Apabila saksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan sah, maka pengadilan dapat mengeluarkan surat
pemanggilan lalu saksi itu ditarik ke pengadilan atau tempat pemeriksaan yang lain. Surat pemanggilan itu dapat
dilaksanakan oleh penyidik atau dititipkan kepada petugas pelaksana. Dalam hal ini, biaya transportasi pelaksana
harus dibayar lebih dahulu.

Lo

- EAo) B AR Sk
- Informasi cara pemeriksaan perlawanan terhadap saksi

Zoe AT FAATE WA ATHT T T Frge]l AESE WO oAU o B
FARI WAL SHEE, WHHATS FAR T FA UYL UolreE Zolm
2 FARe] uehd AF3 olo] BARE AY @ FAU AWl BE Ago] oW AEY
2= oy

F gy

Cara pemeriksaan saksi dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi, setelah itu
lawan pihak dapat melakukan pemeriksaan. Hal itu sering disebut sebagai pemeriksaan utama dan pemeriksaan
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lawan, dan pemeriksaan lawan bertujuan untuk mengetahui verifikasi kebenaran kesaksian dalam pemeriksaan
utama, jika tidak dapat memeriksa hal-hal di luar konteks pemeriksaan utama atau hal-hal yang tidak berkaitan
dengan pemeriksaan utama.

weba AAgE GARAE WA AEd o Aol GARRE 4R SRt Sde AdE A4 X
st WA RS Ags] e HY =83 AAHSHEA RUAE & o EolE AMRS WRF
AR A F2A B0l Hmobol Futh,

Dengan demikian, ketika pihak yang mengajukan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, lawan pihak menjadi
emosi lalu tidak mendengar pernyataan saksi, maka harus mendengarkan hal-hal itu dengan baik, dan harus
mencatat apa yang dapat ditanyakan pada saat pemeriksaan lawan.

> =4 S gk Fejset A A=

P Sistem denda dan penahanan terhadap saksi yang tidak hadir

AFE Aol FANELA F48kA] ohiF F9le] kel 5007 € olste] TejRel A
AE F4E 7 AdFUT Fo] 13 HuE AFS HuE ohA| SA45HA] ofUd A5 79 oy
o A A § A=F s

Tanpa alasan sah, jika tidak hadir pada tanggal pemeriksaan saksi dapat dikenakan denda maksimal 5 juta won.

Walaupun sudah dijatuhi hukuman denda, tetapi tetap tidak hadir pada persidangan berikut, dapat
memerintahkan hukuman penahanan maksimal 7 hari.

> A5 A=

P Cara penyerahan bukti dokumen

Aol Ho AR AEste EAE UG mEA ASS Hdd AEsts A ol =
F7t2 o] eANE AHRS FHlE FAUTE MESHIAA 7Dl ABANA 15S A=
3t Yoz daoA Fd gy

Bukti dokumen adalah dokumen yang diajukan ke pengadilan sebagai bukti. Oleh karena itu bukti dokumen
harus disimpan salinan selain asli sesuai dengan jumlah pihak Tergugat sebagai salinan, dan dalam prosedur
persiapan perdebatan satu berkas diajukan, dan sisanya diserahkan kepada pihak Tergugat.

Nzole AEel A dolA A% e 8% F AT i 3t Aoz ol WEE ¥
oF Ut Tglx Fart AEFdeE AT & Aomgolgt MEE B9t FUt =3 2
T Aol A i AS ' Aoz 1, B AosFo 2eke HoE ' AoiFol
shte] mME yold oA M EE B Urks Aoz dW gtk

Bukti dokumen itu harus ditempel di bagian kiri atau kanan tengah atas dengan nomor “Gab bukti dokumen o”.
Sedangkan bukti dokumen yang diajukan oleh pihak Tergugat diberi nomor “Eul Bukti dokumen o”. Setelah itu,
jika ada banyak bukti dokumen yang sejenis dapat dilakukan seperti ini, “Gab bukti dokumen o-1, Gab bukti
dokumen o-2, terus menerus”

JEa AFE B URe] ohd AEOR AFeE APl 99 o] AFNEE Rol:
A ol 1 AT B4 Aolo] Yo] NS B, B shek ofwe] "ARH FIYS. A
coo"et Aol W& Tg £ Aol YU Mol E AF ARE 2L EAE st
R0l FHUT 2 RSO Bast YAW WER AFS ABsE FPole AF Pl

FAR NFHES BEE o] FHU

Kemudian, jika bukti dokumen diserahkan dalam bentuk salinan bukan asli, seperti nomor di atas ditempelkan,
selain itu pada halaman pertama dan terakhir harus ada tanda-tangan, dan bagian bawah ditulis, “Tidak ada
perbedaan dengan asli. Penggugat OOO” dan dicap. Kepada salinan yang akan diberikan kepada pihak tergugat
pun diberikan tanda yang sama. Jika sudah ditempelkan pada surat gugatan, tidak perlu, namun jika pengajuan
itu dilakukan bukti dokumen itu tersendiri, di depan bukti dokumen itu harus membuat “daftar bukti dokumen”

> ATl AR U
» Informasi cara meterai kepada bukti dokumen

ZAS AZol A=W WAL FupgelAl Izl AAF At ARE BA Hd ol
OEsE Ee ARAA, ¥, A F @HAR oigstelor shzn, PP Jupgel F

ahe kst o] AYATL Hd7 Bk ANS AFITE AXolT, RS AR F4
B Abgol A4S ohia Aolgke HAon, A Fe AADT FHE Ao FA4Y
AAA ofy™ 7Pl A & 4= k= A YdYth Melalui dokumen diajukan sebagai bukti dokumen,
pengadilan memeriksa apakah hal itu benar atau tidak terhadap lawan pihak, pada saat itu cara-cara menjawab
adalah salah satu dari tiga hal, yaitu pengakuan, penolakan dan tidak tahu. Dan arti pengakuan adalah menerima
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seperti apa yang dikatakan oleh penggugat bahwa dokumen itu dibuat oleh pembuat, sedangkan penolakan
adalah dokumen itu tidak dibuat oleh pembuat seperti pernyataan penggugat, sedang tidak tahu adalah kurang
jelas apakah pernyataan Penggugat benar atau tidak.

> SAEYEA A=
P Penyerahan surat keterangan bukti

Azl 7h sl A os YFAANE HAsky] T A9, A5 WES olals] of
AU 7 9EAAC BRGR 9w ATSl AN T A4AY So wHE AT

Tolle FALAEAE AZstoF Futh

Apabila karena jumlah dokumen bukti sangat banyak, sehingga sangat susah untuk mengkonfirmasi tujuan
pembuktian, atau tidak dapat mengerti isi pembuktian, dan tujuan pembuktian itu kurang jelas atau pembuat dan
tanggal dokumen bukti masih samar, maka harus diajukan surat penjelasan mengenai bukti.

SAAEANE 49 A&, AALL, AR L ASHA 2ol &Y A AR T2 T7IA
stelof FUth JSAAE FHslelor & BUAA AL VAL, ARkl whebae 2479
41 AFeR Ao JFstee ANS A At or Futt ek

Dalam surat penjelasan bukti, harus ditulis juga perihal dokumen bukti, tanggal pembuatan, nama pembuat,
tujuan pembuktian dan apakah asli sudah punya atau tidak. Tujuan pembuktian mencatat fakta-fakta penting
yang perlu dibuktikan, dan proses pembuatan dan apa yang ingin dibuktikan melalui dokumen pembuktian
sesuai dengan kasus masing-masing.

> 544 A
» Permohonan pengajuan pemeriksaan dan penilaian
Hdol| AFAANAAE AZste] AN =E Gt 44 HE&e FAAT s A

oF & A3
AAY e Uy Fojok FUh wek A AANEL ddEtA ohUsw AL A
A ke Bololg wg £ gyrth

Setelah permohonan pemeriksaan dan penilaian diajukan dan apabila hal itu diterima, melakukan pengecekan
biaya pemeriksaan dan penilaian, dan lokasi kegiatan itu harus diberitahukan. Andaikata biaya tersebut belum
dititipkan, akan dapat mengalami ketidakberuntungan, yaitu pemeriksaan dan penilaian tidak akan dilakukan
lebih lanjut.

o 1l

> B AF2A

P Pemeriksaan bukti dokumen di luar pengadilan

Rosry AgaAel S77k AUgE A3asel g 8
glste] HAL MFZAIAAE AZsa AFSEA ast E4on
dalodol FUT AZ=2A Qo= HZ22AF Aad 245t M=o SRS ZAs)
Al Z ko] oF Y.

Apabila sudah terpilih pemeriksaan dokumen bukti dari pengadilan, mengecek tempat penyimpanan dokumen
bukti dan nomornya, lalu mengajukan surat permohonan pemeriksaan dokumen bukti, dan biaya perjalanan dinas
yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dokumen bukti harus dibayar terlebih dahulu. Dan pada tanggal
pemeriksaan dokumen bukti harus hadir pada tempat pemeriksaan, lalu membuat berkas salinan akte dokumen
bukti untuk diserahkan.

} __'_/\.] 2= 1:] 7«]:).
P Permintaan Percepat pengiriman dokumen

BAEREGOIT BH AR YE YE /A 3 T BALAAE JUR O BAE
WG] FRae E AL L WAE DU BT, B, 1, 9U Fol mashy

A= “’HE MSo= ZﬂgoPiXP & 5ol £3] o] &HA dFsUHH.

Acara ini adalah orang yang sekarang memegang dokumen, entah bagi dia ada kewajiban untuk menyerahkan
atau tidak, supaya dokumen itu segerah dikirimkan ke pengadilan. Hal ini sering digunakan kepada dokumen
yang sedang disimpan di instansi pemerintahan, badan hukum, sekolah dan rumah sakit ingin diajukan sebagai
dokumen bukti.

MAORRE BAEREES] 3747 AdH® BA7 b Ahs 1 BAe M5 5 5
o BASRERAT ME AU bl APYAA A&Selol G £Ae nAgs R WD)
ResA Fom FREHS T 5 9l A9 BAT 5 gom HHF BAYE PA =3
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W OMEZLA 1 BEAE HFOR AEstelol P

Apabila terpilih sebagai bukti percepat pengiriman dokumen, harus melakukan pengecekan lokasi dan nomor
dokumen, dan surat permintaan percepat pengiriman dokumen sesegera mungkin diajukan kepada pengadilan
yang bersangkutan. Apabila tempat penyimpanan dan nomor tidak tepat, kemungkinan dapat terjadi tidak dapat
memaksanakan proses percepat pengiriman dokumen, dan apabila dokumen yang tadi diminta pengiriman cepat
sudah masuk, dokumen itu harus menyerahkan sebagai dokumen bukti pada tanggal perdebatan.

> ZAAEHE

P Perintah penyerahan dokumen

EAAEEE ™ o= FAE AFoE AFstna st ol A e AZATE AX|ska Q)
7l e AF AEY 5 Qe A AR 296 we} yedo] 1 EAe] AEe Hake A
AUtk EAAEHEAZAdE EAY FA HA, 22, SHE A, ASoF9 dde
@Ak oF YT,

Perintah penyerahan dokumen adalah ketika suatu dokumen hendak diserahkan sebagai dokumen bukti, tetapi
karena dokumen itu sedang disimpan oleh pihak lawan atau pihak ke-3, tidak dapat melakukan penyerahan,
maka sesuai dengan permintaan pihak bersangkutan, disuruh untuk menyerahkan dokumen tersebut. Dalam surat
permohonan perintah penyerahan dokumen harus dilakukan secara tertulis, dan di dalamnya harus ditulis tanda
dokumen, maksud, pemegang, fakta yang dibuktikan, penyebab kewajiban penyerahan.

MR UALEH e BALAA g EAAZ RS strste, dAH oz Ao AMAH9}
Ze AT AF(BALF, A, A, A 5)7) o B Frdol ARy nasl
= BAE AYstae, B A4S AEFEES stdsUTH

Di dalam Undang-undang hukum perdata yang telah direvisi dikatakan bahwa kewajiban penyerahan dokumen
ini diperluas, sehingga segala dokumen wajib diserahkan, kecuali ada alasan penolakan kuat (seperti dituntut
secara hukum pidana, penghinaan, rahasia dagang dan rahasia pekerjaan) atau sedang disimpan oleh pegawai
negara berkaitan dengan urusan pekerjaan.

o} 2R
C. Prosedur yang tidak tunduk

> YA

P Surat Banding

A14 FA Eolols W GAAE F4AE & F UAFUT FhE BEES $297] Hod=
& 5 AT, FERe F2RE 259 ool AAHe] FaHe AFshoior Fuh

Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan di pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan surat banding.

Naik banding dapat dilakukan baik sebelum menerima pengiriman surat putusan hakim, dan dalam 2 minggu
setelah menerima pengiriman harus mengajukan surat banding kepada pengadilan tingkat pertama.

27949 7t FaFe] A4 HaE Ee wolkH, da%o] A de] obd Far

2R AEHo] PP $2E Aeols AU EFAF JFo do] o EF
Rg st HUY et YES stefop Ptk

Masa dalam 2 minggu ini berdasarkan dengan tanggal penerimaan surat banding diterima pada pengadilan

tingkat pertama, maka jika surat banding salah ditujukan, sehingga masuk ke pengadilan banding, berarti harus

dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama, dan saat penghitungan sejak surat banding itu diterima di

pengadilan pada tingkat pertama, sehingga harus hati-hati supaya tidak melakukan kekeliruan.

o Fadd e, Aid B2 FAG I BE Ui Fao FHAE 7IASt ok
Ut A4 BE A BHE Al MYd, ARWE, AdY, AadA, & 58 71As
Qeuth FaAols FaolHE VAR 1 UFe FUARNOR AFdtlE g
BAL B AR Aol FaalA oUsrlR Tl Aol Fadol gyt Fadol
AR AR, $LRERY 2 gRAzd BHHE 2FHd el Bl vty

Di dalam surat banding harus menulis nama pemohon banding, termohon banding, pernyataan putusan tingkat
pertama dan maksud banding putusan tersebut. Pernyataan putusan di pengadilan tingkat pertama adalah catatan
nama pengadilan negeri, nomor perkara, nama perkara, tanggal pembacaan, pemesanan dll. Dalam surat banding
dapat menulis alasan banding, atau dapat diserahkan juga dalam dokumen persiapan. Tetapi apabila kedua pihak
sudah bersepakat untuk tidak naik banding, tidak ada hak untuk surat banding. Terhadap jumlah uang meterai
yang ditempelkan pada surat banding, uang pembayaran pengiriman dan proses pembayaran diharapkan bertanya
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ruang informasi di pengadilan masing-masing.

® 8 o) R BRAR A WALl ool A g

P, BHaF 5 F20, P 5 BRI Folge FdsAY] vy

% Informasi mengenai tidak tunduk kepada putusan di atas hanya diberlakukan kepada perkara perdata. Tolong

diperhatikan perbedaan prosedur tidak tunduk seperti masa naik banding, dan caranya antara litigasi pidana dan
litigasi administrasi.

>

P Surat Kasasi

Aae Faa BA FFL v AWHEY A Aol YL ol HE @ gl et
of i Zad ¢ AsUth wEkA AL BAC O g 3d & FUF flsUth

Surat kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung, hanya ketika putusan tingkat pertama melanggar Undang-

undang Dasar, undang-undang, peraturan, perintah, peraturan pemerintah. Dengan demikian, dalam kelayakan
dalam mengadili hubungan fakta tidak dapat dilakukan di tingkat kasasi.

e BAol $29 GRRE 25U W AAPA(FaAUD)d AZstaiol an, Fmg

© Al gFacle] olF B Fa&E TSk of stan daddde] FAe FuHAAE 7IA

sholof gtk

Surat Kasasi harus diajukan pada pengadilan tingkat-2 sejak 2 minggu setelah putusan dikirimkan, dan di dalam

surat kasasi itu nama pemohon kasasi, dan nama dan alamat termohon kasasi, dan harus dilampirkan putusan

surat banding dan maksud naik kasasi.

Faywde] A Wy, AwE, Ay, AnYa, FE 5
ol E ZIASt = Fou Ol & 71ASHA @& Agode £%7]

20 ool AarolfAE AEsteiok st ol AEstA @oew FuE VAT YH

Pernyataan putusan pengadilan tingkat ke-2 ditulis dengan nama pengadilan, nomor perkara, nama perkara,

tanggal pembacaan, pesan harus dicatat. Dalam surat kasasi boleh ditulis alasan kasasi, namun jika tidak ditulis,

harus melampirkan alasan kasasi sejak 20 hari sejak diterima pemberitahuan penerimaan surat kasasi, dan jika

tidak mengajukan hal itu, kasasi akan ditolak.

2t &R B

D. Persidangan Jumlah uang perkara kecil

> 2ol o4

» Obyek jumlah uang perkara kecil

LA E 2EEA o] 20000 D& 2ASA opUsHE FH 0 AR £ U
TF AFS AFee AE Yo E gyt

Perkara kecil adalah suatu litigasi jumlah uang perkaranya tidak melebih 20 juta Won, atau pengganti uang, surat

sekuritas yang seharga diminta untuk dibayar.

P AAAAY A FAH =] EA
» Ciri-ciri persedur persidangan terhadap jumlah uang kecil.
zdae] A% AeE st 2ol HEHW A HEr|de At 139 WEs LR
YeI® AR SA AT S QS S Sy o Welel U ARARE S A f
£ 54 WE79e A4 @3, 9 ATelA olPATAH
ot MEZILS A A8 ZH{%% JsA Hudt.
Untuk menangani persidangan perkara jumlah uang yang kecil itu, jika sudah surat gugatan masuk, seketika itu
juga tanggal persidangan ditentukan, dipersiapkan supaya setelah sidang pertama selesai, supaya dapat
mengambil putusan langsung. Hanya, pengadilan mengeluarkan perintah usul pelaksanaan pembayaran, tidak
langsung menentukan tanggal persidangan, tetapi disampaikan putusan perintah pelaksanaan pembayaran kepada
pihak Tergugat, dan ketika pihak Tergugat menyatakan keberatan, baru menentukan tanggal persidangan, lalu
langsung melaksanakan persidangan.

BAA WA GAUF, GAAE Qe S glolw Sgdeiel @ & AU, ol 3
S ARBAE FBE 5 YE AZWAVEAG] BF FPA EE FUSSFE FoT AR
%741%— 2951, 25909902 FARAE S0k Ty
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Pasangan hidup, keluarga dari garis langsung, saudara sekandung dari pihak yang bersangkutan dapat menjadi
kuasa hukum, walaupun tidak ada izin dari pengadilan. Pada saat itu, harus diserahkan bukti-bukti yang
menyatakan hubungan status sebagai keluarga atau daftar kartu tanda penduduk atau keluarga, dan menyatakan
kuasa wakil yang telah diterima melalui surat kuasa tersebut.

WAL 2%, FNAY S8 257120 skl 77} ol fflgel BHF Wolt WE glols F
T2 4G+ JeUth FUAL AL ARIHI, FYITGT AFE Welt o EE A<
o AFol Zgdtel A& AAT APL AFA T 5 AFUTh DA Hnt WEFTE ¥ 5

A g QA BEAE olFE ZIAEHA oy MHHE}

Pengadilan dapat menolak permohonan itu, ketika dianggap permohonan itu tidak punya alasan yang jelas
berdasarkan pada surat gugatan, dokumen persiapan dan catatan litigasi. Hakim melakukan pemeriksaan, dan
dianggap perlu, dapat memerintahkan persiapan dokumen yang dapat menggantikan saksi atau pemeriksaan
persidangan, dan boleh tidak mencatat alasan di dalam surat putusan.

> oFATAHAE A
P Penjelasan terhadap sistem putusan nasihat pelaksanaan

olAnAA ol F& 2N 27b AYE Wel Peo] APoE 2PREO} A&
TR AFste] oA AFHAAUR oW e Aushs ARL FFYT F ol
ARl diste] Zdog oFANAHS T F 01011 st} a7} ojofshx] ero™ IHlE WHE
ol dadA FJPALES FAsAE Zo] o] A= A & 4 UFUYTE Sistem putusan
nasihat pelaksanaan adalah ketika surat gugatan uang perkara kecil telah diajukan, maka sesuai dengan
keputusan, pengadilan memberi nasihat kepada pihak Tergugat untuk membayar sesuai dengan gugatan pihak
penggugat dengan dilampirkan berkas salinan surat gugatan dan tanda surat pemeriksaan surat gugatan. Intinya,
adalah terhadap gugatan uang perkara kecil, pengadilan sendiri mengambil putusan perintah  untuk pelaksanaan
pembayaran, dan jika terhadap keputusan ini pihak Tergugat tidak mengajukan keberatan, maka tanpa perdebatan
akan diberi hak pelaksanaan kepada pihak penggugat.

rlr
it
il
il

£@ olddaddol 438 doE UHAen Wuel Y rof ol olPUnAYYLLE
AAHAT & G2 AAGRPel KA TARL g Aed, Bl Aol oIy
TAAL ¥ 5 sy

Dan ketika putusan perlntah pelaksanaan itu sudah ditetapkan, pada dasarnya diberi hak untuk mengeksekusi
secara paksa walaupun tidak ada surat pelaksanaan yang khusus. Tetapi, jika keadaan terjadi seperti di bawah ini,
pengadilan tidak dapat membuat keputusan nasihat pelaksanaan.

1. AFEEolY e Aol oA

Perkara yang diajukan keberatan terhadap perintah pembayaran atau keberatan putusan rekonsiliasi
ATHAAY AFAde] BT o

Ketika kurang jelas maksud permintaan dan alasan permintaan

71t ol IE &rlol AHsA e A5

Dan jika tidak layak untuk membuat putusan perintah nasihat pelaksanaan.

wwhn e

olFAnAA ] A FEH FAHHY WAL I AES oA FLIA Ha, das
ojgidAx A4 ‘é—"‘&—% SERE SRE 257 Qo] Ao R oA S & 4 AFUTH ?&%ﬁ, o]
FAnAdgo] SAH o= FHAE e aYs FoitA Uk

Putusan perintah nasihat pelaksanaan disampaikan kepada Tergugat dan sudah ditetapkan, pengadilan akan
mengirimkan berkas asli itu kepada penggugat, dan pihak tergugat dapat mengajukan surat keberatan terhadap
putusan tersebut, dalam dua minggu setelah menerima putusan nasihat itu. Sedangkan ketika perintah putusan
pelaksanaan itu sudah ditetapkan, putusan itu memiliki kuasa yang sama seperti putusan pengadilan.

olPdnAA 71 AARP L dHAAoE HJYPES FALS Faglo]l olFALAAMA A
oate} == Ho YUtk oy, 2ol A AAY A4 $ARYR] BRI Afole
Aol WE wol YYEL Fojukopop Pt

Hak eksekusi paksaan terhadap putusan nasihat pelaksanaan itu dapat dilakukan tanpa meminta surat izin

pelaksanaan pada prinsipnya. Hanya, jika surat kreditur itu memiliki suatu syarat atau membutuhkan surat
pelaksanaan lanjutan, harus mendapat surat izin pelaksanaan dari pengadilan.

o, &)
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E. Prosedur Permintaan Percepat

5% AAW 24 WA, 23 A A Wol Bese Fad VAR HAAA Ay
o) 2% Axo] Al B4 AgAAe} Hlwste] A¥Rd e gHUth

Prosedur permintaan percepat merupakan salah satu prosedur untuk menyelesaikan pertikatan perkara perdata
secara cepat, bersama prosedur litigasi dan prosedur rekonsiliasi. Jika membandingkan prosedur permintaan
percepat dengan prosedur litigasi lain, ciri-ciri khusus dapat ditemukan sebagai berkut

b SEAe A

P Keunggulan Prosedur Permintaan percepat

ARAEe s AFRYe wEgy

Mengeluarkan perintah pembayaran dengan pemeriksaan dokumen

AR F el FReE Z+E nlgo] AP

Biaya yang dibayar oleh kreditur ke pengadilan tidak mahal.

AwHEgo] GAHHA gAAAY Y3 22 5o JFUTH

Jika perintah pembayaran sudah ditetapkan, kuasa perintah memiliki kekuatan yang sama seperti putusan
pengadilan.

wwhN e e

> AT A}
P Prosedur Perintah Pembayaran

EE2dat AAATE WA ded GRAE A& A a5uEoR UARAL ABY 5
e "AH ol AW, Figol AFHF thate] oL AW AFL B 244

22 FAAE AARA BANAAAY] F2E JHA L dFUTH

Prosedur pembayaran cepat memiliki keunggulan, yaitu kreditur tidak usah datang ke pengadilan dan dengan
biaya yang relatif murah pertikaian perkara cepat diatasi, tetapi apabila lawannya mengajukan surat keberatan
terhadap perintah ini, akhirnya akan dipindahkan kepada prosedur penyelesaian pertikaian lewat litigasi.

uebA, i AstEREH =& Ud Abgo] Uy AL LS JIASHEAE o2 7hA] ZAE tHHA
o] EE2HAE o] &3H A&} AAAHA EA

493 WA EL 24 gouy st Afel 55
Ag 70 5 slguth e Aol £4 09 selel greA ovl 29t et )
PPN HHGE ATA} ol AL sl £5FAE oY FsHol B FPol
A A EE 252

of A=

£ 55448 olgsrnre A 234 A7Nse ol ¥ wgAT & %
o},

Oleh karena itu, contohnya, jika seorang debitur mengaku bahwa ia telah meminjam uang dari kreditur, namun
dengan berbagai alasan tidak mau membayar hutang, maka dengan menggunakan prosedur perintah pembayaran
cepat, dapat menyelesaikan pertikaian itu dalam waktu cepat dan secara ekonomis. Akan tetapi, jika debitur
mengatakan ia tidak ingat pinjaman itu atau dikatakan sudah membayar, maka walaupun ada putusan perintah
pembayaran percepat, jika debitur mengajukan surat keberatan, maka akan dialihkan prosedur litigasi. Jika
keadaannya demikian, mungkin lebih baik menggunakan prosedur permintaan rekonsiliasi atau litigasi daripada
prosedur perintah pembayaran cepat.

o S50l AR A9t Urte shed BAlss gRie] B4 DAzt oo
B¢ St Jw}zwi HAY & 3, ® 9 o] fAsE ahgAs) HEd =4
I &% FolA A 2AHAE TF BANES At e Aol 5 AdUTh

Hanya kebanyakan pertikaian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan lewat dialog dan
kompromi antara kedua pihak, dan cara itu lebih baik, maka daripada gugatan litigasi lebih baik menggunakan
prosedur rekonsiliasi untuk memecahkan masalah secara damai.

E2d3E RE £%9 R AT gt o4 4 dFUth SHAAe) tgol B % 9
B ATE QAT g9 FH, AT el AR == T Fo| f7EA AFE BHoz
she Aol FAHL, dEHE-EARNE, &2fAASY] AT SodAs o188 & g Ho
AU = A HAZIZF sty $A O AFe TS 7 e AolooF dyth

Prosedur perintah pembayaran cepat dapat digunakan dalam segala macam litigasi. Obyek untuk prosedur

pembayaran cepat adalah sejumlah uang, atau suatu barang alternatif atau pembayaran surat sekuritas yang
sejumlah uang, sedang dalam penyerahan gedung, tanah dan hak kepemilikan dalam buku pendaftaran, prosedur
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ini tidak dapat digunakan. Dan prosedur ini dapat digunakan, ketika sudah tiba masa pembayaran, dan dapat
meminta pembayaran tersebut.

> AFHE $EETH oo i3 =X

» Tidak dapat menyampalkan Perintah Pembayaran dan Tindakan terhadap hal tersebut

FHgo] dHEW WA AEAoA AFHE HRS £D3)

2dE AAATE AFEHAGAN AAT Faol AFAT}L AR AFEA @ 5ol olfm
A8y ARl $2HA ofystH WA= AdA A AT BAZI Yol $E7He3 A
wAe) F28 RASFAY Fanol e Wit WALEY 466 DIl 7] 2ANNHL
@ & U

Apabila perintah pembayaran sudah dikeluarkan, terlebih dahulu berkas perintah untuk pembayaran akan
dikirimkan kepada debitur. Akan tetapi, apabila debitur tidak tinggal di dalam alamat yang diisi oleh kreditur,
sehingga berkas itu tidak dapat disampaikan kepada debitur, pengadilan dapat memberi perintah untuk

memperlengkapi alamat debitur atau jika sulit untuk memperlengkapi alamat tergugat, dapat mengajukan surat
gugatan sesuai dengan undang-undang perkara perdata pasal 466 ayat 1.

a3 AL FAEAES Y BAE F2E ASEE 3, 2AVAHE S T &%
A2 ol Fo] AgHE &5 AT Afok 2ol AFdxr JAFFHUH. 2y AAATE @
A 9J9} e 2XE A oIF A BANTE =AAZ ASolE AFTHHNRA} 2Ets
22 AAAE WL FoIT Bast dxuth

Dan ketika kreditur melakukan pembenahan alamat, dengan alamat baru pengiriman berkas akan dilakukan, dan
jika mengajukan permintaan surat gugatan, akan dipindahkan sebagai gugatan biasa, maka seperti gugatan biasa
semua prosedur akan diterapkan. Akan tetapi jika kreditur tidak melakukan apa-apa dalam masa yang sudah

ditentukan, maka permintaan perintah pembayaran cepat akan ditolak, maka hal ini harus diperhatikan dengan
baik.

of

¢

A AFA} AFHE R DAL B ofiR A 25dol ATE Hole
5 Eel &AH AAAS AFE oldstA B= AFA Akl st FAFE AFHH
13 ZARAE S AASE 5 o, ojHd 4¢ AMFAzA AAfYS A7 Hetods A
Folole] 428 AT A AAPFLANAL AYSE A2 RIS oA Hog AR}
T oS FYT ot sy

Sedangkan setelah debitur menerima berkas asli perintah pembayaran, tetapi tidak mengajukan surat gugatan
selama 2 minggu, maka perintah pembayaran ditetapkan, dan kreditur dapat mengajukan surat izin eksekusi
paksa sesuai dengan perintah pembayaran yang sudah menetap terhadap harta kekayaan debitur, dan dalam
keadaan itu untuk menghentikan eksekusi paksaan, debitur harus mengajukan surat gugatan keberatan sekaligus
mengajukan surat permintaan penghentian pelaksanaan eksekusi paksanaan, maka debitur pun harus mengingat
akan hal ini dengan baik.
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gebd ATAE AFHE JES $TPo A& 1 NEe SR AES F Y ojno
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Oleh karena itu, setelah berkas perintah pembayaran sudah diterima, debitur harus memeriksa dan
mempertimbangkan isi perintah itu, dan jika ada keinginan untuk mengajukan keberatan, dalam 2 minggu harus
mengajukan permohonan keberatan itu. Permintaan keberatan dari debitur cukup menyatakan bahwa ia tidak
dapat menuruti perintah pembayaran, tidak usah menulis alasan-alasan mengapa ia tidak dapat tunduk kepada
perintah pembayaran tersebut.

> AFgHHo gk o]

P Keberatan terhadap perintah pembayaran

ARAE AFHE ARG DL F 250l ARy] Aol ANEA AFHHA B o)<
AAE & F AdsYh

Debitur dapat mengajukan keberatan terhadap perintah pembayaran kapan pun jika dalam 2 minggu setelah
menerima pengiriman asli surat perintah pembayaran.
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dgelm ool NS SE AFWHS 1 BHS AL B AU SAAN ATAE
At 2EFHAAAY 1] AflA A FHL WU TR WEF + AE /IS B

A Ayt

Dan apabila sudah mengajukan keberatan, maka perintah untuk pembayaran itu langsung kehilangan kuasanya,
lalu dipindahkan ke proses litigasi biasa, debitur dapat menyampaikan pendapatannya di pengadilan seperti
seorang tergugat di dalam prosedur litigasi biasa.

JE 3 Y 25UAR oY o4 QAL Wo]l A FAA T FRE wukstel WA
< % sulE AAS] A7A= AdAY AAIBE AFE vt glsyh

Setelah dipindahkan ke dalam prosedur litigasi biasa, debitur tidak usah akan eksekusi paksaan dari kreditur
sampai sudah ada putusan berdasarkan perdebatan di pengadilan dari kedua pihak
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2. YA
2. Perkara Pidana
7F g
A. Informasi
1) 75

1) Penahanan

=

soj A Fold FolAe) AfE A AR FHT AL nAT, FALLL ¥
Aste] AA A A A Fodsiy, SAHE FHS JPstr] A AR FALEY 1A
Ho] 8-S 8H3E7] $3 A =YY Penahanan pihak tersangka adalah suatu sistem di dalam undang-
undang hukum pidana yang membatasi kebebasan pihak tersangka untuk menjamin kehadiran pada persidangan
pidana dan mencegah menghilangkan bukti, sehingga memungkinkan menemukan kebenaran dan fakta, dan
melaksanakan hukuman terhadap putusan final.

> TETG FFFY
» Penahanan dan Prinsip Surat Penahanan
HojzaE F&87] fstods AARY Aol ot WMol A3 Axjel wep TR e Al
Aske]of gt
Untuk menahan pihak tersangka, harus diperlihatkan surat penahanan yang diterbitkan oleh hakim berdasarkan
permohonan penuntut umum yang dilakukan melalui proses yang sah.

AAAZE HE WAL U@ W FIE 1) S, AAF FoA7) gAY SoE AR
deivl e A% BE =P £ 48t e A AxE BRATEL DA
A7ete THERE PR pol Jux}é TEY S 0, AWALBL AAAA AR AA
o) A7l ofste] BRAYY WAL TLHARL BH wol Fo|AE TEHY F AFUTh
Apabila diduga secara kuat bahwa pihak tersangka telah melakukan pelanggaran, tidak mempunyai tempat
tinggal yang menetap, dikhawatirkan menghilangkan bukti atau melarikan diri atau ada kemungkinan lari, maka
penuntut umum dapat mengajukan surat penahanan dari hakim lalu dapat menahannya, sedangkan penyidik
dapat mengajukan kepada jaksa dan berdasarkan permohonan jaksa, surat penahanan dapat diterbitkan untuk
menahan pihak tersangka.

2y 502 9 olsle] MR B HEo s|geis Aol #alel: FARA] Ago el
o P& 5 AFY

Akan tetapi, jika perkara yang memiliki denda 500 ribu Won atau di bawah atau penahanan atau denda
adminitrasi, ketika tidak ada tempat tinggal tetap, baru dapat ditahan.

> AT o]

» Pengecualian dari prinsip surat penahanan

A =

- Penangkapan secara darurat

AN EE ANAZRE Ae|AT ARFY] EE A7) 3 olake] Aol Fael et
AT AT B FF ol F7t AT, =9 % FAAD At gor, AFe 23

rlr m{m

BFols 97 glol HoAE AxE = AFUH-

Jika ada dugaan kuat bahwa pihak tersangka telah melakukan tindakan kriminal yang dapat membawa hukuman
kematian, penjara seumur hidup atau penjara sambil kerja paksa atau penjara 3 tahun tanpa kerja paksa atau
lebih, dan dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan bukti, atau keadaannya darurat, Jaksa atau penyidik
dapat menangkapnya tanpa surat penahanan.

- dAEAx

- Penangkapan terhadap pelaku kriminal dalam tangan basah

WHE Ay FolAu AP HFA AL FPHAolety b3, WAL FA B o]
g orrEA 9% glol AXY £ Ywych o, dule] FYWAL AXF Aole FA 5

A7 o) IE3ke]of Pyt
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Orang yang sedang melakukan tindakan kriminal atau barusan melakukan pelanggaran, orang itu disebut
penjahat yang ditangkap tangan basah, dan dia dapat ditangkap oleh penyidik hukum maupun orang biasa tanpa
surat penahanan. Hanya, ketika orang biasa menangkapnya, segera orang yang ditangkap itu harus diserahkan
kepada penyidik hukum.

- AE Fof %X

- Tindakan setelah penangkapan

FAZIR] AFAZsAY dPRJeE AZF IoAE F&EuA & Wl AL Wi
Bl 48A17F ool WARIAl TL Y-S FTskedor sha, 1 A Wlol 3B ATEA ok
G wa 2wl A9A4E 54 Astelol gt

Apabila setelah penjahat ditangkap secara darurat dan hendak ditahan, dalam 48 jam setelah ditangkap, harus
mengajukan permohonan surat penahanan, dan apabila dalam waktu itu tidak mengajukan surat penahanan atau
tidak berhasil mendapatkan, pihak tersangka itu harus segera dibebaskan.

ort, AFAZE Aozt g FEIFAT= AA Qlo] o] FolAMof dkaL, 4843t ojujol FA
o] ATHATL st A3 AA flol’gs 1o FFHE AL obdUth

Hanya terhadap tersangka yang ditangkap secara darurat, permohonan surat penahanan harus segera dilakukan,
bukan diperboleh mengajukannya dalam 48 jam, tetapi harus segera.

> TG QY

P Pelaksanaan prinsip surat penahanan

S L D B

- Instansi Pelaksanaan

FEGFe Ao Aol oste] AgARBE } JAFPUT e TE FHi dE F o
of thatel wRE FEAFe A AFo oste] nEBE st JAFUTH

Pelaksanaan surat penahanan dilaksanakan oleh kepolisian dengan dipimpin oleh jaksa. Surat penahanan
terhadap tersangka yang sedang ditahan di penjara atau rumah tahanan dilaksanakan kepala tempat lembaga itu
sesuai dengan bimbingan jaksa

- A AR

- Prosedur Pelaksanaan

TEGAS AAF oM E TAAlA WA A, TEo ofet WAL UYT &
A< Total My 71@43 Folof &t I oAl A FEFEES AA

2AEA o7k Aol §5& 83k Wele S AANSA @1 JBE F Jdov JBE
TR Tt A&s FEHIEL Aok FUTh,

Waktu pelaksanaan perintah penahanan, terlebih dahulu dijelaskan kepada pihak tersangka mengenai
pelanggaran, alasan penahanan dan kebebasan yang dapat mengangkat pengacara, dan diberi kesempatan untuk
membela diri sendiri serta memperlihatkan surat penahanan. Tetapi apabila belum mempunyai surat penahanan,
tetapi sedang membutuhkan keadaan darurat, maka tanpa mengajukan surat penahanan, dapat dilaksanakan,
tetapi setelah melaksanakan, segera surat penahanan itu harus dikemukakan.

- P& BX

- Pemberitahuan Penahanan

SelAg FEE dols P4 F AA flo] AHe wWselo) Qi Aol WBLAA, Wl
o] = A-role dolAte] MA R, WA, AAXSE, AR F AATE AAG7E AAA
DA, FEAA AL, FHALE @A, T olfsh MBS HYT & Ake AAE
g oF Fyth

Ketika tersangka ditahan, segera hal itu diberitahukan kepada pengacara, jika ada, dan jika tidak ada pengacara,
kepada kuasa hukum, pasangan hidup, keluraga garis langsung, saudara sekandung yang ditunjukkan oleh
tersangka harus memberitahukan nama perkara, tanggal dan tempat penahanan, inti fakta pelanggaran, alasan
penahanan dan hak untuk mengangkat pengacara.

rulo

> T

» Masa Penahanan

T AR

- Instansi Penyidik

Jika tersangka ditahan oleh penyidik hukum, masa penahanan itu paling lama adalah 10 hari, dan perpanjangan
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masa tidak diperbolehkan. Jaksa pun dapat menahan pihak tersangka, dan masa penahanan adalah 10 hari setelah
pihak tersangka diserahkan dari penyidik hukum, dan jika hakim menganggap tersangka tetap ditahan untuk
diperiksa, jika demikian, hakim dapat mengizinkan masa penahanan itu diperpanjang 1 kali sesuai dengan
permohonan Jaksa.

A A B oG Fho A 1 FEHE 109 oluloln, AFe HeHA FaUh AAe
ASE DdAE T4 4+ Y /e AHARToRRE TR APE AT We gRy
B 109047, AAke] A e)ake] $ALE A&ats ol A ol 47} ATkT WAL AR T
Hols 1098 27alA ofsls FEAA TLr|Tto] 14e] Bate] ARH 4 YLtk

u=)

- oHd

- Pengadilan

Mo TE7I10E 2ol A7) Ao AE-FRAFE VIREE FE7ITel AdsA dsy
ot TE7Ibe] 2 A AlREEe] glo] 192 A, T EQY, FRUoHgE
E71%kel Addgut. &I 270 Eold 53] 7 AlSYE davt ole Aeole Aevit
27e] @ste] Ao = AN 5 3 AT A= 274 AYTh grh e dael Be
MBRle] AAR SA] 2AL FiolfHE HFR AW Ale so2 F7F A7t 283 F50]
& Boll= 3ol st AR - AFHH wEtA ARE flstd FEE ¢ Sle TGS 1A
ol 6744, 243t 3dlAM A7 fdEH efd7A & @A 19 270dFEH 13 e ey

£

Masa penahanan pengadilan adalah 2 bulan, dan penangkapan, penarikan, penahanan sebelum mendakwa tidak
terhitung dalam masa penahanan itu. Tanggal pertama dalam penahanan itu dianggap hari pertama tanpa
menghitung waktu, tetapi jika hari terakhir adalah hari Sabtu dan tanggal merah pun dimasukkan dalam masa
penahanan. Walaupun masa penahanan adalah 2 bulan, tetapi jika perlu ditahan, setiap tingkat pengadilan dapat
diperbarui maksimal 2 kali, dan masa perpanjangan pun 2 bulan. Hanya dalam tingkat kasasi, jika dibutuhkan
pemeriksaan bukti yang diajukan oleh terdakwa atau pengacara, penyerahan bukti dokumen yang dilengkapi
dengan alasan kasasi, sehingga perlu mengadili lagi, sehingga sebagai pengecualian dapat diperbarui ke-3 kali.
Oleh karena itu masa penahanan yang paling maksimal 6 bulan dalam tingkat pertama, di tingkat kedua 4 bulan
dan tingkat ke-3 6 bulan, sehingga total 1 tahun 2 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan.

b AT A
P Pembatasan Penangkapan kembali

A EE AEARRA ot TEAQDI AE ARe e F23
Aolatas YT WA Bk AR Tk EEU

Tersangka yang sempat ditahan oleh Jaksa atau penyidik hukum dan dilepaskan, jika tidak ditemukan bukti lain
yang penting, tersangka itu tidak dapat ditahan lagi terhadap pelanggaran yang sama.

ol\

Ag 2% A9E

2) F4A7]
2) Mengajukan surat penuntan

FEANG DAL WA 5 A1 FAAA Bakel fHBAL QTHE AOBA Ak
2 oFYsrlE Ut AATE $AE B A3 BHe] Pk 91 AW Bask dvkn Bu

stH FAE A7IFUT

Mengajukan surat penuntutan adalah ketika tersangka diduga kuat telah melakukan pelanggaran, sehingga
meminta untuk dijatuhi hukuman. Setelah penyidik menyelidiki dan memeriksa, jika ada dugaan kuat akan
pelanggaran dan perlu dihukum, jaksa mengajukan surat penuntutan.

> TAAZ &3

P Efek pengajuan surat penuntutan

Fart AZ1HW, dejade] Musdo R Wate(d oA A Wao A9t Mgy W
e 1 AR Bt AR AT R A Hu, AAe N1 FARRA W 4
23 wobok gk

Apabila surat penuntutan sudah diajukan, perkara terduga diubah menjadi terdakwa (tersangka menjadi

terdakwa) maka pengadilan mempunyai kuasa dan kewajiban untuk mengadili perkara pidana tersebut, dan
penuntut dan terdakwa harus diadili oleh pengadilan sebagai pihak yang bersangkutan.
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T2t A7 A #EtoE TA o]Fo 2 FAE AT 5 §la, Y Y Alzdo] ML
°o]F o2 7AFHJE Wl HAEHN I RE Uiy ¥4E 7178 EUth

Suatu perkara yang sudah diajukan sebagai surat penuntutan, tidak dapat dituntut lagi secara tumbang tindih, dan
apabila perkara sama dituntut secara double, pengadilan menolak surat penuntutan itu terhadap perkara tersebut.
a7t AZIHAE FaAge] o] AAFHYH

Apabila surat penuntutan sudah diajukan, masa terbatas surat penuntutan akan dihentikan.

> FaA7e] WA
> Cara pengajuan surat penuntutan

29 A7E FaAS AL HJAdd ASFoEN o]FofAa, FEE FAE AT Fe #
‘41:}.

Pengajuan surat penuntutan dilakukan ketika surat penuntutan itu diserahkan kepada pengadilan, maka secara
lisan tidak dapat mengajukan penuntutan.

Ify

el Z1AH s AR ofefet ZEUth

Hal-hal yang tercatat di dalam surat penuntutan adalah sebagai berikut.
© Fulel 49 Ve Hude EAY & Y AY
@D Hal-hal yang menentukan terdakwa seperti nama terdakwa.
@ A4

@ nama pelanggaran

® T

@ fakta penuntutan

@ #HeWz

@ undang-undang yang dapat diterapkan

©® Tale T& R

(® Penahanan terdakwa atau tidak.

3) FHAA

3) Proses Persidangan

AAZE Andel] tete] FAE AN A9 WAL eI 2L A mel FRAAE VY
et

Ketika Jaksa mengajukan surat penuntutan terhadap terdakwa, pengadilan melaksanakan prosedur persidangan
sesuai dengan urutan di bawah ini.

b oEwel R FRE A

P Persiapan Persidangan dan prosedur persiapan persidangan

WU DA FaAZ7E QE dol ADAASA) AT FLARE $F, FILe] AR
WA 5 Fwe FHE 8, Bad dolt e FREHAAe HRY & syt

Ketika ada pengajuan gugatan penuntutan dari jaksa, pengadilan mempersiapkan persidangan seperti pengiriman

berkas salinan surat penuntutan terhadap pihak terdakwa (kuasa hukum), penetapan dan perubahan tanggal
sidang, dan jika perlu perkara itu dapat diserahkan kepada proses persiapan persidangan.

HUe FRENAAd A Bl Wade 72 ¥ ASAY 5o Avew EwaA @
T A, AR At HAY Hagl, HEle] 4 9 ASAGY Fo T 98 AAN I
Q) EE WEQle] 9AE Sol FREAL A & AFYTh

Pengadilan menyuruh jaksa atau terdakwa menyiapkan pendapat pengacara dan rencana pembuktian melalui
dokumen dalam prosedur persiapan sidang, dan demi kelancaran penjernihan sengketa dan kesepakatan rencana
pendapat dan pembuktian dari Jaksa, Terdakwa dan pengacara membuka tanggal persiapan sidang.

> oAAM AE A=
P Sistem pengajuan surat pendapat
ye = W3Eoe T HE

< $EL2 FHE 72 ool FaARE tiE dA AR, T
FER A B oH TS 7IAR % =

%\_E - S
HME ol AEstolof Ut oy, Jajlo] A<=
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AFste Aeole L AAE ZAT dHAME A= F AsUH

Baik Terdakwa maupun pengacara harus menyerahkan surat tanggapan yang terisi apakah fakta surat penuntutan
itu diterima atau tidak, dan pendapat terhadap proses persidangan, dalam 7 hari setelah menerima berkas salinan
surat penuntutan. Tetapi, jika Terdakwa menolak untuk berbicara, maksud itu dapat dicantumkan di dalam surat
tanggapan.

> S EH-TAF A=
P Sistem pembukaan dan poligraf terhadap bukti

Astal A=
SAARE HEZ F UAFUY. &FTAAE AUide] AR7 T8 € -5AF B AW ufE
ARsAL 1 WIS ADIAY EE AAE AFL Be gRE 4847 Wl AR 5AE 3
A ofdate wels MYl 1 AR 59 d¥-5A B AW nRE FEHES & A
2 4 A3, MY A A ol Yo AREY F-BAE 8T F AU 25TAR
7F -S4 Be AW wiol] 3k HAY AAS AA glo] o]dq kA ofYsl= wjell= iE
QU 2 AF T dF SANAS &+ sy
Pihak litigasi yang bersangkutan dapat memperoleh sama-sama data bukti yang dimiliki oleh lawan sebelum
mengadakan tanggal sidang pertama melalui sistem pembukaan dan poligraf. Apabila lawannya menolak,
membatasi proses pembukaan dan poligraf terhadap bukti yang dimilikinya, atau tidak ada larangan dari Jaksa
untuk melakukan hal tersebut dalam 48 jam, dapat mengajukan permohonan sistem pembukaan dan poligraf
terhadap bukti, dan jika permintaan itu dianggap punya alasan, permohonan itu dapat diizinkan. Apabila pihak
litigasi yang telah diperintahkan untuk membuka dan mengizinkan poligraf terhadap bukti yang dimiliki, maka
pihak itu tidak dapat mengajukan bukti baik terhadap saksi maupun dokumen yang bersangkutan.

> e AeARd

» Hak Penolakan Berbicara dari pihak Tertuntut

T1de AEFA oAy e AEo) diste] W& ARY 4 AW, AVHL AMAVE
of ¢tA FaRldA &S AFY & AeS LAY

Pihak terdakwa memiliki hak untuk tidak berbicara atau menolak perkataan terhadap pertanyaan-pertanyaan, dan
ketua majelis hakim dapat memberitahukan bahwa pihak Terdakwa dapat menolak apa yang ditanyakan.

b AR

P Pemeriksaan Pengakuan

AwAe Hacle) r49, FUEEUE, A, F7,
Qlo] E¥o] YEAE HAFULh

Ketua majelis hakim melakukan pengecekan apakah terdakwa yang di dalam surat penuntutan dan yang hadir
pada sidang orangnya sama dengan menanyakan [ nama, no KTP, Pekerjaan, Tempat Tinggal, tempat daftar |
dari Terdakwa

ol

E712A 1 & =olA 243 Aol v

b At REE
» Pembicaraan awal dari Jaksa

Ae gage st gaAdA® 9 A4UzE dETUY O, Aude
Aot dolls AAA a0 848 JAestA & 5 AsyTh

Berdasarkan surat penuntutan, jaksa membacakan fakta penuntutan, nama dosa dan pasal undang-undang

diterapkan. Hanya, ketua majelis hakim merasa membutuhkan, menyuruh Jaksa untuk menyampaikan inti surat
penuntutan.

i)

sttt <l

> TRl RERlE

» Pembicaraan awal dari pihak Tertuntut

A BExsEo] BuUd AR aRloA FAAE S JAABsEA o Fol Bt 11, Ha
12 WEARAE PASHA e ol FaAEY dF A7E I&FUTh

Apabila penyampaian Jaksa selesai, ketua majelis hakim menanyakan pihak Terdakwa menerima fakta

penuntutan itu atau tidak, dan pihak terdakwa dapat menyatakan tanggapannya, kecuali ia menggunakan hak
veto.

> Adge] AHEE T
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» Pokok Sengketa

Haclel mEdE & ARGe Aue w= wsdeld AHe Wl sk "a AL @
G, EAZAG A AA B WERleR sl oA 5o 29w BEd 27 2 %

A% 5¢ A&sA F 5 dwuth
Setelah pihak terdakwa menyampaikan tanggapan, ketua majelis hakim dapat memberikan pertanyaan kepada
Terdakwa maupun mengacara untuk menjadi jelas inti sengketa, dan meminta pendapat atau penjelasan rencana
pembuktian yang berkaitan dengan fakta surat penuntutan baik kepada jaksa maupun pengacara sebelum
melakukan pemeriksaan bukti.

> Az

» Pemeriksaan bukti

WS Ao AT FHol BI AFLS AY kel AF FAPUE, BF AFE
s 2AFUT. SAZRAE ABFY A- A 9@ AARESAY FARA T i =o]

e Fof Fuoh

Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan bukti terhadap berbagai cara pembuktian (seperti saksi, bukti barang
dan dokumen) untuk mendapat keyakinan akan putusan mengadili perkara maupun beratnya hukuman.
Pemeriksaan bukti dilakukan oleh kepala majelis hakim setelah membuat inti sengketa dan pernyataan hubungan
bukti dari jaksa dan pengacara.

] aQlo] Al wjoll = Zro]lFgdAatel o)t ZtolstAl FAHEAE ﬂL v a]le] Rl 7
A= HAAE AE TAH ety Tostd I TAES EUE H24E s HH, 593HA
om JAZANA T FAY ALY AFRS Al =ASH gUH AHd, AAE A8 ez H
of thate] Harlo] FostA] FoW I &S 3 AFES WA By FJAMEFUTH

Jika ada pengakuan dari terdakwa, sesuai dengan proses pengadilan yang singkat dapat melakukan
pemeriksanaan bukti secara singkat, dan walaupun dibantah oleh terdakwa, apabila ia setuju terhadap bukti yang
diajukan oleh Jaksa, berdasarkan bukti-bukti dapat mengeluarkan putusan, dan jika tidak setuju, dapat mengadili
benarnya atau tidak terhadap bukti-bukti itu di pengadilan secara berulang. Misalnya, terhadap laporan hasil
pernyataan yang dibuat oleh jaksa, jika pihak terdakwa tidak setuju, maka orang yang membuat pernyataan itu
dipanggil di pengadilan dan dapat diadili lagi.

&3 o

b I AN E

P Pemeriksaan Terdakwa

NDAANEE SAZA F7 F H2AA F
Qe AAYU ARFE Dost A4
7t & AFsUTH

Pemerlksaan terdakwa dapat dilakukan dengan menyanyakan fakta-fakta dalam surat-surat penuntutan dan hal-
hal yang berkaitan dengan hal itu, setelah acara pemeriksaan bukti. Jika dianggap perlu, walaupun sebelum
selesai pemeriksaan bukti, dapat mengizinkan pemeriksaan Terdakwa.

(o]
)4

SAE T T G #ste 8% A S ES F
H FAzAVE 9557 dolgte v udiES 3

l

A ZEE eAs AAeE WERle] Adlz HaldA A AEsta Adge dAeE HEal
o) AFo] B Ho| ARFUTH

Tata urut dalam pemeriksaan terdakwa adalah dilakukan oleh Jaksa dan Pengacara terhadap pihak terdakwa
secara langsung, setelah itu ketua majelis hakim baru melakukan pertanyaan.

> TEI WE
» \onis hukuman dan perlawanan

1R R} FAZAE vhA gels AR A 4 WEH o] Aot A4S WEstoiok T
9. & Al FRo] A AUT. 2 gUe el PR 4954 geun. Ange 4
Aol 7e B F Mnels Wl A5 AL A&T A6 A AU,

Setelah selesai pemeriksaan terdakwa dan bukti-bukti, Jaksa harus menyatakan pendapatnya terhadap fakta dan
penerapan peraturan hukum. Artinya, ada vonis hukuman dari pihak Jaksa. Tetapi pengadilan tidak terikat
kepada vonis hukuman yang dibacakan oleh jaksa. Setelah ketua majelis hakim mendengar pendapat jaksa,
kepada pihak terdakwa dan pengcara diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara terakhir.

> HEFTE B BEAHn

D-2



<QIEH Al o}ol>

P Penutupan perdebatan dan putusan pengadilan

ol’de] HAE wiAW WES FAstA, A el #AES HusA Ut #Ae Hie
AJrgo] st FES EFstL ol F9 8AE AU

Apabila proses di atas sudah selesai, perdebatan ditutup, dan pada tanggal yang sudah ditentukan akan dibacakan

putusan. Pembacaan putusan dilakukan oleh kepala majelis hakim, pesan dibaca dan dijelaskan alasan-alasan
putusan itu.

R
- Putusan bersalah

AE Ax FaRle Hrb AARHE f3Fe AL A gtk f3< A5 B wE 43S
Aud a5 Ada, JPFd, Aafde 34 & 5 sy

Setelah diadili, jika kesalahan terdakwa terbukti dan diakui, akan diputuskan putusan bersalah. Jika dinyatakan
bersalah, dapat dijatuhi hukuman langsung, dapat dilakukan juga penundaan pelaksanaan hukuman dan atau
penundaan pembacaan hukuman.

1. A

1. Putusan hukuman langsung

WELNA FALFPoly ga¥S BYsH st FS AFolga sta, B7E FHAA ABE
W A aeled AEe HustdM TR F&sE AU ded olE steA £3 WATS
oleha gtk

Di penjara, dijatuhi hukuman penjara sambil kerja paksa atau hukuman kurungan tanpa kerja paksa disebut

sebagai hukuman langsung, dan terdakwa diadili dalam keadaan yang tidak ditahan, apabila dijatuhi hukuman
langsung, seketika itu juga dia ditahan, hal itu sering disebut “penahanan pengadilan”

ofh

ey frel
Penundaan eksekusi hukuman

gatd @ Auo T8 FAA st B AL A = A=YUT = 3d

e w9 ¥e A Ao Aol FAE w AT e dole 1d o4
o] fFoll7IkE Aot Fof APFLS FAL AU
Walaupun sudah memvonis hukuman, namun pelaksanaan hukuman itu ditunda dalam sekian waktu, sehingga
dalam masa yang sudah ditentukan tidak melakukan pelanggaran apa-apa tetapi hidup dengan baik, hukuman
tadi yang telah divonis itu kehilangan kuasa, sehingga pelaksanaan eksekusi hukum tidak dilakukan. Jadi, ketika
menjatuhi hukuman penjara dengan kerja paksa atau tanpa kerja paksa tiga tahun atau kurang, ketika ada
keadaan yang perlu dipertimbangkan, dapat menentukan tenggang waktu dari satu tahun sampai lima tahun
sebagai tenggang waktu, lalu dapat menunda pelaksanaan eksekusi hukumannya.

3. A

3. Penundaan pemutusan atau pembacaan hukuman

B Mi AAE wFo] FARTE dA VIS FAS] AUE HAH ZloE IFHE AR
. & 1d olate] Aol Fu, AAHA wE WIe) FL A

o ZEE WA T vk vhEA sho] Jas) YBY AAE Falo] Hol: o),
ol FEg wols do] HiE FdE = JFUTH

Menunda vonis hukuman dalam waktu tertentu, dan jika waktu sekian dapat dilewati dengan baik, dianggap
gugatan penuntutan sudah dilewati. Artinya, penjara atau penahanah satu tahun atau di bawah, penghentian
syarat atau hukuman denda, mempertimbangkan syarat hukuman, dan jika mengakui dan menyesali kesalahan

dan memperbaiki hati dan menunjukkan kemauan untuk hidup dengan rajin, penundaan pembacaan dapat
dilakukan.

- RHRA

- Putusan Tidak Bersalah

ANTY AaF Al et §HE AR wE A7 gAY el WMAHE A oy
dols PAe FHE AU

Terhadap perkara penuntutan dari Jaksa, apabila tidak ada bukti yang kuat untuk memutus bersalah atau fakta
penuntutan tidak membentuk kesalahan, maka pengadilan memutus pihak terdakwa tidak bersalah
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- Wawnd

- Putusan bebas dari penuntutan

WaAolg AT Aol thate] ojn] sy

HAs o, ¥x5 F MEY JHHE Fo] HAE W T A
Ause Fzaaygy

Putusan bebas dari penuntutan adalah suatu putusan yang dilakukan, pada saat tidak ada persiapan syarat litigasi,
seperti terhadap perkara sama, sudah ada putusan terakhir, atau telah diberi grasi atau masa untuk menuntut telah
berlalu, atau setelah melakukan tindakan, sudah terjadi pergantian undang-undang lalu hukuman sudah
dibatalkan

B k)

- Penolakan surat penuntutan

FAa71Zbe] AP FaAbde] diste] B o]9lo] FAH AFEAS FHlIsHA X3 Al
Azapgel stAE ol f 2 AR AAC tig AeE A ¥ AFes FTEANIE TTABLE
A AAROR T Aee BEAR & AU dFUHh

Peradilan penolakan penuntutan dilakukan ketika penuntutan itu tidak memenuhi syarat litigasi formal sehingga

mengakhiri litigasi itu tanpa persidangan, sebab ada kesalahan dalam prosedur, dan di dalam putusan penolakan
ada yang dikatakan lewat perintah, ada pula putusan yang diambil dari putusan pengadilan.

4) =AWEZ
4) Pembelaan Lembaga Hukum

P TAWE AGAE

P Sistem Pemilihan Perlindungan Publik

AR S RIo] AdH A 2 Aol Hade fste] ol =rhe BHlEog WHEles AA
FE AEE TP,

Ketika belum diangkat pengacara pribadi, maka pengadilan dapat mengangkat seorang pengacara untuk
terdakwa dengan menggunakan biaya pemerintah.

o daA FAWS

o Pengacara Lembaga Bantuan Hukum yang mutlak

© TEYFe ATHT IFAAYEARA AR selAdA Wsle] gl o

- Sudah diajukan surat penahanan, sedangkan bagi tersangka yang sudah diserahkan pada proses pemeriksaan
surat penahanan, tapi belum ada pengacara

- A FEHARANL ATR el A Mae] YE o

- Bagi tersangka yang telah ditangkap, dan diajukan kelayakan surat penahanan, namun ketika tidak ada

engacara.

- eﬂﬁcﬂol Tag o, wAdAd W, 704 o]l w, Foharel w, Aol oo = A
3 o, AY, 77 wE w7 3d ol4be] Aoy Fael Agete AdoR J48 o

- Pada saat terdakwa ditahan, seorang anak yang belum dewasa, atau melebihi umur 70 tahun, orang yang
tidak dapat berbicara, ada dugaan sebagai orang yang sedang terganggu dalam fisik dan jiwa, orang yang
dituntut dengan perkara yang dapat dijatuhi hukuman kematian, penjara seumur hidup, atau penjara atau
penahanan tiga tahun paling minimal, tetapi belum ada pengacara.

- T3] 9%, A, BEAE 5E s APRsE dstel Basny AHT, 2
o] FAdWMER HAS 3etA] ofgth= HAIAQ ALE FAISHA 2

- Dilihat dari umur, kepintaran, pendidikan, diperkirakan perlunya bantuan pengacara, dan pihak terdakwa
tidak menyatakan pendapat jelas bahwa dia tidak mau memilih pengacara bantuan lembaga hukum.

- FRENIIYel AHE A Bkl WElol gl Ash FREIIYl AFH Fol W
selo] QU | A

- Terhadap perkara yang sudah ditentukan tanggal persiapan sidang, tetapi belum ada pengacara dan atau
setelah perkara sudah ditentukan tanggal persiapan sidang namun tidak ada pengacara

- AR AR A

- Pada perkara Peninjauan Kembali

- TR AR A S Akl Al MERlo] fl= A%

rr
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- Pada perkara yang diikuti oleh rakyat, tetapi tidak ada pengacara

- ABRZTHAE ARFTHFAAY A5

- Dalam undang-undang perlindungan untuk perkara permintaan perlindungan penyembuhan

- TAPERRC] A EHE A Af

- Perkara yang diterapkan dengan undang-undang pengadilan militer

A Aol sk H il e HdoA Ador FAMSElS Addyh

Jika termasuk kepada perkara ini, pengadilan dapat mengangkat pengacara bantuan lembaga hukum dengan
wewenangnya untuk tertuntut

o ¥YH FAMI HA

o Pengacara lembaga bantuan hukum pribadi

yaQlo] Wi 7lgte] AR WEle AdT = gls wol dol] 5 dHT A A7
S ugUth N seke] AHrE WMol AW Aol mEU, MY 1 AHE HA
AFUT THo= FAHEIAES HANA I 42E AAsEF o 2003, 3. LEE JoH A
Aol AaAze] =< wel Hajle] AFHE FAMZR AR SAH HEQ

Al FARSE dte WSS dYHe=E *d‘i*o}@l AR AFE &+ dFYH

Apabila terdakwa tidak dapat mengangkat pengacara dengan alasan kemiskinan, ia dapat memohon
pengangkatan pengacara lembaga bantuan hukum kepada pengadilan. Kemudian alasan-alsan selain kemiskinan
sesuai dengan alasan yang ditentukan oleh pengadilan, dewasa ini pengadilan sedang memperbolehkan
kelonggaran semakin luas. Dulu, pengangkatan pengacara-pengacara lembaga bantuan hukum ditentukan oleh
pengadilan secara sepihak, tetapi sejak 1 Mar 2003 sesuai penerapan sistem pemilihan pengacara, pihak
terdakwa sendrii dapat memilih pengacara yang terdaftar sebagai calon pengacara.

rlr
ot
i

A

o ATl A AT

o Permintaan Pemilihan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum

- 9asl

- Terdakwa

M2 F&7F A7E JaudeA 4752 $D3 A AU AAl A3 1A
Al st e o] W JJEte] A dsted AYHoR WAL MY F
ol 1 a1 W Ao ‘FAHAMIAAA A7 Ao Jermg T RS ZAskaL
g OF ASSHA(EAE LAAE B w5 E 4847F b)) Mo AEFsH U
Pengadilan memberitahukan terdakwa dapat mengajukan permohonan pemilihan pengacara lembaga bantuan
hukum, pada saat menyampaikan berkas salinan surat penuntutan, dan lebih-lebih apabila terdakwa tidak dapat
mengangkat pengacara secara pribadi karena alasan kemiskinan, di belakang pemberitahuan sudah ada formulir
“permohonan pemilihan pengacara lembaga bantuan hukum®, maka setelah diisi dan dimeterai dan diserahkan
kepada pengadilan pada pengadilan secepat mungkin (paling lambat dalam 48 jam setelah menerima surat
pemberitahuan)

- w9l o|9le] FPAR

- Pihak yang berhak untuk meminta selain terdakwa

Aaele] WAWE, WA, AANEH FAANE BPshe] Wsde HAF F YFUrh
Kuasa hukum, pasangan hidup, keluarga garis langsung dan saudara sekandung dari pihak terdakwa dapat
mengajukan pengacara.

o ARSI

o Pengacara Lembaga Bantuan Hukum

- FAWMERe ARREE AEHo) Y1, I AW} 19 MEAE FolA Uk
solo] o FARERJAMAYG HAFA ol ZIAY & Adsuth vt MEle) A Sl whet
Pk WEole] MAYHA g & YxUrh

- Pengacara lembaga bantuan hukum sudah terdaftar pada tiap-tiap divisi bagian pengadilan, dan apabila ada
pengacara yang sudah digunakan atau ada pengacara lain yang disenangi dapat didaftarkan namanya pada
permohonan pemilihan pengacara lembaga bantuan hukum. Hanya, sesuai dengan keadaan pengacara,
pengacara yang diinginkan bisa saja tidak dipilih.

- FAMERE gl 190 tiste] Wzl 190e ATl AFoAR, FF Fajle] U=
35 &F HAJE Afolol ME olsjBAZE tHsA &S wele I FF JadEdl oist

o YT WAL UHY F dHyrh
- Pengacara lembaga bantuan hukum pada prinsipnya satu pengacara untuk satu terdakwa, tetapi jika pihak
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terdakwa itu banyak, maka apabila kepentingan para terdakwa tidak saling bertentangan, dapat mengajukan
pengacara sama untuk para terdakwa tersebut.

- FAWBAL WEAY AMASA FolA Adetn, 1 BeE PR AFFUTh

- Pengacara lembaga bantuan hukum dapat dipilih dari pengacara maupun orang-orang yang sedang dilatih
sebagai ahli hukum, dan imbalan atau upah akan dibayar dari pengadilan.

5) EEAA}

5) Prosedur Tidak Tunduk
> (A
» naik banding (banding dan kasasi)
A4l FA st A24 MY BES k= AS 4t s, A2A FA st Fail
BEE st A dugty ae, dad 4nE 55 dagty FUoh
Apabila ada yang merasa kurang puas pada putusan di pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan sidang lagi
di pengadilan yang lebih tinggi disebut surat naik banding, dan jika merasa tidak puas pada putusan di
pengadilan tingkat ke-2, disebut kasasi, dan dua-duanya disebut mengajukan mengajukan banding ke pengadilan
yang lebih tinggi.
o oA
o orang yang berhak untuk naik banding
N190E gatel 44T F Qe AT Hmd - u9le] WAL A-AANE -G A A E
+ dAle digdlely addUnh oet Faule] w e AANS-FAAN e d4le] dig
ol B2 a1 HAZE SJANGAETY] F)oll Wrate] H4ad = syt
Orang yang dapat mengajukan naik banding untuk pihak terdakwa adalah terdakwa itu sendiri, kuasa hukum,
pasangan hidup, keluarga garis langsung, saudara sekandung, atau kuasa hukum atau pengacara dari putusan
pertama. Hanya, pasangan hidup, kuasa hukum, keluarga garis langsung, saudara sekandung, atau kuasa hukum
atau pengacara dari putusan pertama tidak dapat mengajukan naik banding dengan melawan keinginan pihak
terdakwa.

o zA7)e] WA

o Cara pengajuan surat naik banding

o) AZNE Aol ofetefol sy Fol o@ dat H8HA duUth w=d 4o
o gl #HAS 3 HAo A=t oF Pyt

Pengajuan surat naik banding itu harus dilakukan secara tertulis, maka pengajuan melalui lisan tidak diakui. Dan
pengajuan naik banding harus ditujukan kepada pengadilan yang telah memutus suatu perkara yang dianggap
tidak puas.

RS

rlo

o Fard

o Pengadilan yang mengadili naik banding

AMeTGAEHEY Sd53AE A Bddd i FAA L AeTdATEY FaFolA, Ae
STEATHY Fo|FIE A BAo] U FaAdS A @A ¥, A4
HAo] tie A S i delA "g3siA HuUth

Kasus naik banding terhadap perkara yang diputus oleh hakim seorang diri di pengadilan negeri pusat pengadilan
Seoul ditangani oleh divisi naik banding di pengadilan negeri pusat Seoul, sedangkan perkara yang diputuskan
oleh majelis hakim di pengadilan negeri pusat Seoul ditangani oleh pengadilan tinggi Seoul, sedangkan kasasi
terhadap putusan pengadilan tingkat -2 ditangani oleh Mahkamah Agung.

o FaA7713t

o Masa pengajuan naik banding

- g2 mE AR AZ7IEe B HndRE 79(@E e 714 ol gy ofu)
duth WAaE gel B $P9YL obF WAV Ay

- Masa yang dapat mengajukan naik banding baik Banding dan Kasasi adalah dalam 7 hari setelah tanggal
pembacaan putusan (tanggal pembacaan itu tidak terhitung). Jadi, dalam hal ini berbeda dengan perkara
acara perdata yang mengutamakan tanggal pengiriman putusan.

- FAT AL A2AE Ul £ FFY BE B2UA mE Addl 79 oy
FaE A7Isteof vk HAUS. ort, A4aA 7] 713ke] mpAlEbdo] FRHA] Fle 1
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Geu7tA, Eadd Ade 1 oeF €R97A A2 "y,

- Apa yang perlu diperhatikan adalah dalam masa pengajuan naik banding walaupun ada tanggal merah
maupun hari sabtu tetap termasuk menghitung hari itu. Hanya, ketika hari ke-7 itu adalah tanggal merah
diberi waktu sampai hari yang berikutnya, sedangkan jika hari Sabtu, maka diberi waktu sampai hari Senin
untuk masa pengajuan surat naik banding.

o m@ At il 471k Ul AEA WAl =dstelolwr me] guth T
D4 BE AAdl AL Atlel 4ol AAANE dol ALAE RELT B FAL
A ol AEH Wl Angol Aael AT Fol Weol EAHUFLE Fao] A

N

1717 Yol 43 Aoz tFgHUt

- Dan pengajuan nalk banding baru diakui ketika dalam masa pengajuan itu sudah disampaikan kepada
pengadilan. Hanya terdakwa sedang ditahan di penjara atau rumah penahanan, jika sudah mengajukan surat
gugatan itu kepada kepala penjara atau kepala rumah penahanan, walaupun terlambat masuk ke pengadilan,
tetap dianggap telah masuk ke pengadilan pada waktu yang tepat.

- Azgol AaA Nt AR T gdel EEEHA R A2W 2F Fo| Fart o) U4

ANAM darlad4d e duth

- Apabila surat naik banding masuk ke pengadilan setelah melewati masa yang ditentukan, maka naik

banding itu tidak disahkan, sehingga akan mengeluarkan putusan penolakan surat naik banding tersebut.

o Aol AE7|ZE

o Masa pengajuan penyerahan alasan naik banding
- AETIZE

- Masa Pengajuan

Fa EE HLE ANG dols Fa¥ £E FARS ABHAE gU S P wE
g weh YAMAES T 257158 FagUel FReA Ha, Fagel 188 e

o= dalodAl 1 &F57E-TEAE s Hedl, 44de 1 SAE e EFEH 209 9]
ol Famdol FaolfA e aolfAE AlEstoof Iyt

Ketika mengajukan permohonan bandingan atau kasasi, sebetulnya cukup hanya mengajukan surat naik banding
atau kasasi. Tetapi sesuai dengan banding atau kasasi, pengadilan awal akan mengirimkan segala berkas catatan
litigasi kepada pengadilan yang bertingkat lebih tinggi, dan ketika pengadilan yang bertingkat lebih tinggi sudah
menerima catatan itu harus memberitahukan surat tanda terima catatan litigasi, pada saat itu pemohon naik
banding maupun kasasi harus menyampaikan alasan-alasannya dalam 20 hari sejak menerima pemberitahuan
tersebut.

- 14ad
- Putusan Penolakan

FaolfA AE 7IE Wl ol/FA Y A=Fe] lod dRF o FAh EeE Al TRl otk
B glo] Ao garZ wmE Aur|ZEUT wabd Fagoly guge] daolf EE
Aaolfg v ZAE FH ol2F Boldg IF & Ut Ot BELE EE A2 Y
£ m3cle] AaolfAl AEVN WMol FaolHAE BELY EE TALE B 1 ARE T
Aate Aol AT wols FaolfATE FaolfA AEVIE Fol WU =ERUNSE 4

aolfA AE7NZE Woll daolfAE A&t Aoz FEYUT

Apabila tidak ada pengajuan alasan-alasan naik banding atau kasasi dalam masa yang ditentukan, pada
prinsipnya permohonan banding dan kasasi ditolak tanpa mengadili kelayakan banding dan kasasi. Oleh karena
itu, pada surat permohonan banding dan kasasi, alasan-alasan itu dicantumkan, tidak akan mengalami kerugian
seperti ini. Hanya, ketika terdakwa yang sedang ditahan dalam penjara maupun rumah tahanan sudah
mengajukan alasan-alasan itu kepada kepala penjara maupun rumah tahanan pada masa yang sudah ditentukan,
walaupun alasan-alasan itu disampaikan kepada pengadilan setelah masa yang ditentukan, hal itu dianggap sudah
masuk dalam masa yang ditentukan secara benar.

o #z0]f} ol
o Alasan naik banding dan kasasi

Faiods 9ABA 714 BHE AAE Aol JoAY FPol FHTHE 5o AKE AH
A 2ol T & QAW FAANE AY, F7) w109 oo Aol F:uk A3
8 Aol ohyw el RATGE ASE AR AT T & geUth

Dalam sidang naik banding dapat dikemukakan alasan, bahwa pihak terdakwa tidak pernah melakukan tindakan
kriminal seperti apa yang diputus dalam sidang tingkat pertama, atau hukuman itu terlalu berat, tetapi dalam
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sidang tingkat kasasi hukumannya berat tidak dapat dijadikan sebagai alasan kasasi, jika putusan tingkat
bawahnya bukan kematian, penjara seumur hidup atau penjara dengan kerja paksa atau penjara tanpa kerja paksa
10 tahun atas lebih.

o HolomA e Fx|

o Prinsip tidak boleh merugikan pemohon

AAE st g1 ATte] Aad A 44 WS A WA gu
T & AT 5 JFUTH

Apabila pengajuan naik banding atau kasasi itu dilakukan oleh terdakwa saja, sedangkan jaksa tidak, pengadilan
yang tingkat lebih tinggi tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih memberatkan Terdakwa daripada putusan
tingkat sebelumnya

6) <28 H

6) Perintah secara singkat

TWAAE AANA ohstn AdHHow AuAwor WuldA BT Hug Rt ttold
FAAAE kAR shed, ¢ AAA 3 AR FAmPoletw Pt

Tanpa prosedur persidangan tetapi hanya pemeriksaan dokumen, lalu diberi denda kepada pihak tertugat,
prosedur itu disebut prosedur singkatan dan putusan yang diambil dari persedur pengadilan itu disebut perintah
secara singkat.

kAR E FAA R &S s BA6 TR wEE Tacle] A A Beg
golzthe Hol 1 24 9ot gyt

Perintah secara singkat memiliki arti dan ciri-ciri untuk mempercepat pengadilan perkara pidana, dan
meringankan beban psikologi dan sosial untuk menghadiri persidangan terbuka.

> okAw el AT

P Permintaan perintah singkat

A H e el HE Ade HFAE Ee Bio AT 5 e Adelx, fAHHe AA
7V a7k sl Ao w FTEUT

Perkara yang dapat dijadikan sebagai obyek perintah secara singkat adalah perkara yang dapat menjatuhkan
hukuman denda, denda administrasi dan perampasan, dan perintah secara singkat dapat diajukan oleh jaksa
melalui surat tertulis bersama dengan pengajuan surat gugatan.

> ok Apzie] A2

» menghandle perkara kecil

AA7} kwEe AreE wlE 1 /1SS < wested, Aol FakAY
FRA e 2@ A5 AeE 2dte] WS s Aol APstA okt AYHE of
e BAE B4 FWAA R AR $= vy

Apabila jaksa mengajukan perintah secara singkat, hakim memeriksa catatan tersebut, lalu mengeluarkan
perintah secara singkat, tetapi ketika dianggap perkara itu berat dan persidangan dibutuhkan melalui proses
persidangan biasa, perkara itu dapat diserahkan peradilan prosedur biasa dan dapat diadili lewat persidangan
seperti biasa.

BA7} kA wE e A AHH SRS A HuAoA $EstT kFH o] FHHA(E
@ W dRRE 790 A3 1 okAwWEe $YVATN 5 50 Ayt

Apabila hakim mengeluarkan perintah secara singkat, putusan perintah secara singkat dikirimkan kepada jaksa
dan Terdakwa, dan apabila perintah secara singkat menjadi tetap (7 hari sudah berlalu setelah menetap), perintah
secara singkat memiliki kekuatan yang sama dengan putusan final.

> AT

P Permintaan persidangan yang resmi

AAABA T G Yol BEo] & Agol Wel skl e FBPA olste ThA
Awstel & AL Arste AQUT AAABL ATE F de AR A4 A2, HuAL
melstel o 4 JAES gol e ADeRsA, AANE, YA QAo g we W
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shdUTh

Permohonan persidangan resmi adalah orang yang kurang puas pada perintah secara singkat mengajukan surat
permohonan persidangan resemi kepada pengadilan supaya pengadilan memutus perkara secara baru. Orang
yang dapat mengajukan permohonan persidangan resmi adalah Jaksa, Terdakwa dan orang yang telah ditentukan
untuk menggantikan Terdakwa (pasangan hidup, keluarga garis langsung, saudara sekandung, kuasa hukum atau
pengacara pengadilal tingkat sebelumnya dari terdakwa)

A7E AP nAE e F2RE 7Y olulel FAURS @ W] Ao oo} F
Utk smgle] AAARL AT Aol tetels HARERg F3 ¢ HusA B
Pengajuan permohonan persidangan resmi dilakukan melalui surat tertulis dalam 7 hari setelah mendapat
pemberitahuan perintah secara singkat. Permohonan persidangan resmi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat
dijatuhi hukuman yang lebih memberatkan daripada perintah secara singkat.

> A BT A BT

P Permintaan pemulihan hak persidangan resmi

ofA g E o] A H FEFE 7Y ool A AT %‘?7} glol FAHo=Es oF4T
B A9ol®, AAABE ATE F Y Aol A7) =E dede) A9 5 e A
Yot AHAARHTE & + Yol Mol AAARITANLATE @ & AU

7 hari setelah perintah secara singkat diberitahukan, tidak diajukan permohoan persidangan resmi, sehingga
secara formalitas perintah secara singkat sudah ditetapkan sebagai putusan, namun orang yang dapat mengajukan
persidangan resmi, tetapi karena alasan dirinya atau kuasa hukum yang tidak dipersalahkan sehingga tidak dapat
mengajukan permohonan persidangan resmi dapat mengajukan permintaan pemulihan hak persidangan resmi

o]

=

Jo ot

HEATE T Aol AAAVATANZATAL A AAABATAE A4S ARE 1A
& omEe Y Wdel AW FUth AR TAC) BHW ARo] AAWET}
o E 1 FdA e ] AR 2 wet QS A U

Ketika meminta pemulihan hak tersebut, harus diisi formulir permohonan persidangan resmi bersama dengan
keinginan permohonan pemulihan hak persidangan resmi, lalu dua-duanya diserahkan kepada pengadilan yang
mengeluarkan perintah secara singkat. Apabila hak permohonan persidangan resmi akan diberikan nomor
perkara baru, dan mengadakan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan resmi dari bagian majelis hakim.

U AR EA=
B. Sistem pelindungan tubuh manusia

AWM PAARIY ARl ol FEEA FEAAL T A= (el wFEA e dUH
EE I HAWEJ-FA] A A A S F A A s AL E T, FEAAE FAA IS A
ArAe FUt) 5& A58A4E F49T e Ade 3 mE AR e Fy
hE ddlz Hdol #AFEFE &€ & sy

Pribadi (disebut orang yang ditahan) yang sedang ditahan karena perintah administrasi secara tidak sah atau
kekerasan individu atau kuasa hukum, sponsor, pasangan hidup, keluarga garis langsung, saudara sekandung,
majikan dan pelayan di dalam fasilitas penahanan (disebut atau pemohon penyelamatan) dapat mengajukan
permohonan penyelamatan di pengadilan dengan melawan kepala atau pelaksana rumah tahanan)

AE 5o FHHY, 7129 59 A AAZ 2 Jde A Ee I HAYYYI 5 FAA
TE @ 5 dHUh

Contohnya, jika orang yang sedang ditahan di rumah sakit publik, tempat doa atau kuasa hukumnya dapat
mengajukan permohonan penyelamatan

Hd2 AZ7dS AAZstd FAATA, F82, AFE&AAA AR 285 dHFL Hdd =
3 E2 B4 Ayt

Pengadilan menentukan dan memberitahukan tanggal pemeriksaan itu kepada pemohon penyelamatan, orang
yang mengelolah fasilitas penahanan dan orang yang ditahan, dan memberitahukan mereka untuk hadir pada

Sgol $PESAY B ol £8Y Bayel gty Do

e

e Aeld A 95l UlF
2 EolZ AL ¥
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Setelah pengadilan mengadili dan berpikir bahwa penahanan terhadap orang yang ditahan itu tidak sah atau tidak
perlu lagi untuk ditahan, maka mengeluarkan perintah untuk melepaskan orang yang ditahan itu.

> AT B P

P Pengadilan yang menangani permintaan penyelamatan dan caranya

TAATE 5 B FEAMY F4 AL e AXNE BISE AYEY == Ao
& & eyt

Permohonan penyelamatan dilakukan di pengadilan negeri atau cabangnya yang wilayah orang yang ditahan atau
fasilitas penahanan itu ada, tempat kediaman atau alamat saat sekarang

TARTE OFAZTAL] F4& 2 A8 QF8A A4, F4, 1 1

= A @3 8gAe] 41 @AY 8A ©F 8] AT AHF ©F8RLE
shefof Syt

Permohonan penyelamatan harus diajukan dengan surat yang terisi, (D Alamat dan nama pemohon
penyelamatan 2 Nama, alamat dan hal-hal istimewa dari orang yang menahan 3 Nama orang yang ditahan
@ Inti permohonan (® Alasan penahan itu dianggap tidak sah ® Tempat penahanan

P TAMTA A FT
» Permintaan Pemilihan pengacara lembaga bantuan hukum

FARTAG A5eA7 AAH FHe] ofAAY 1 e AFE AAHOE WMEAL HYT
S e wols FAasy ABE A2l weh WA THWEY HFS AT F UAFY

o},

Ketika pemohon penyelamatan dan orang yang ditahan berada di dalam kemiskinan ekonomi dan tidak dapat
mengangkat pengacara secara pribadi, dapat mengajukan permohonan pengangkatan pengacara lembaga bantuan
hukum sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Undang-undang acara pidana.

> Fgae) o
P Kewajiban orang yang menahan

o §HA A= oF

o Kewajiban untuk menenyerahkan surat tanggapan

- FEAE FARTARES A HY AEVE AR OdF8AY] A, T4, T gl ¥
FeAE EAT 4 e A, QIFEAE F4F YA R 2, 0589 AH, O58E
AL oA, AdHs 89 T8A7], @1 Yol &3 ddd Aol 7" §HAE
Al sk oF Y.

- Orang yang menahan, apabila menerima berkas permohonan penyelamatan, harus menyerahkan surat
tanggapan yang terisi @ Nama, alamat dan ciri-ciri yang menandakan orang yang ditahan, @ Tanggal
dan tempat yang sedang menahan orang yang ditahan, 3 Alasan penahanan, @ Keperluan penahanan,
masa penahanan yang diperkirakan, (& Hal-hal lain yang berkaitan dengan penahanan sampai pada tanggal
pemeriksaan.

- FEAE gHAE AR A AY AES AR wols 1d olde] A9, 3d <]
AARA e 13- 9 ot Hgo] AT & dsUTh

- Apabila orang yang menahan menulis secara palsu atau menolak penyerahan surat tanggapan, kepadanya
dapat dijatuhi hukuman maksimal 1 tahun, penghentian syarat maksimal 3 tahun atau hukuman denda di
bawah 10 juta won.

o AE7IY A4 9%

o Kewajiban kehadiran tanggal pemeriksaan

- FEAE HdoEmREH AR AAE Tow AAHH A Bl S48t oF dun

- Apabila orang yang menahan menerima surat pemberitahuan tanggal pemeriksaan dari pengadilan, ia harus
hadir pada tanggal dan tempat persidangan.

- FEATE AR A Qlol ARVl S48k ol wfe] A Ao Z 5007 ¥ o]
ate) FejREs R 4 U3, FeE AR LIE AP AH o) bAl FHEA by
g wole AAOE FE&AAE 7Y ol A AT F AFUTH

- Apabila penahan itu tidak hadir pada tanggal pemeriksaan tanpa alasan yang sah, pengadilan dapat
menjatuhi denda administrasi paling maksimal 5 juta Won, dan setelah menerima hukuman denda, ia tetap
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tidak hadir pada sidang itu, penahan dapat dikurung paling lama 7 hari.

o NEgAE AENYe) 9N o7

o Kewajiban untuk menghadirkan pihak Tertahan pada tanggal pemeriksaan

- Wl A5EAE AEIILe) 288 Aol FEAE A5EAE HUoR s 7
do) Awol FB2H WA WL A WM FFgAE Fstefok P

- Apabila pengadilan memanggil orang yang ditahan itu pada tanggal pemeriksaan, orang yang menahan
mengirimkan orang yang ditahan itu ke pengadilan dan sampai persidangan itu berakhir pada hari itu dan
melindungi orang yang ditahan itu di dalam kantor di pengadilan.

- g g Hde F4 a7 S E FEAVE AFEAE WA SFANA &
& A% FeAE AFeae] BEH0] I Afrt 9eg WAl ghaok T

- Walaupun pengadilan sudah memerintahkan orang yang ditahan harus hadir pada sidang pengadilan, namun

orang yang menahan tidak membawa orang yang ditahan itu, orang yang menahan harus memberi
penjelasan mengapa ia tidak dapat hadir

> Aot A E S AR
P Pelepasan Sementara dan keputusan pelindungan tubuh jasmani

o YAlaHA

o Pelepasan sementara

- FAATAE WY AF 2Hol W Holgs I5eAE AL Feste A WY A
o7 diHs A A8l 5& AWyl A AEF 2avt e welle dsE&A
= YAE AT Ae Hdo AHD = AsUTh

- Pemohon penyelamatan dapat mengajukan pelepasan sementara walaupun keputusan terakhir belum keluar,
apabila orang yang ditahan itu ditahan terus, akan terjadi bahaya secara fisik atau ada keperluan darurat.

- dAEAE F AFEAE AZTILA 48R oY AY dAAIEAA Al BaE 2de
E5aA U@ dole WL AAAEA L Aesn DFeAE TAT S AHUh

- Setelah dikabulkan pelepasan sementara, orang yang ditahan itu tidak hadir pada tanggal pemeriksaan atau
syarat pada saat mengabulkan pelepasan sementara tidak dipatuhi, maka pengadilan dapat membatalkan
putusan pelepasan sementara, dan menahan orang yang ditahan itu.

o AHHES

o Pelindungan tubuh

- HY2 HFAAS ey delgts d5EA AHMES 1oy 9tk AF8AE dA Y
FEALANA TF v FAR OE FEAER olFE AL F&ANA BE F dFUh

- Walaupun putusan terakhir belum keluar, demi perlindungan tubuh orang yang ditahan, pemerintah dapat
mengirim dan menitipkan orang yang ditahan itu kepada fasilitas penahanan yang sama atau mirip dari
rumah penahanan saat sekarang.

- TAATAY Ae&As Aot 2 MY AMETEA diste] 1 WA Ee HAE A
A%+ YHyh

- Pemohon penyelamatan dan orang yang ditahan itu dapat mengajukan perubahan dan pembatalan terhadap
tindakan perlindungan tubuh yang dikeluarkan pengadilan.

> AT o) Rt

P Beban biaya pengadilan

FARTAE Aol o 0 gL vl dRstoor Fyth $Um, Fnde) 4 vlg, A5e
ko] AAAR A g A2V Ad T2 AT W&, AFEAE A FEAALA o]Fsto
T&st= H = H§ SOl I o] Hyth

Pemohon penyelamatan harus membayar segala biaya yang dibutuhkan untuk perkara pengadilan. Biaya di sini
mencakup biaya pengiriman, biaya kehadiran saksi, biaya diagnosis spesialis untuk menganalisa keadaan
psikologi dan jiwa orang yang ditahan serta biaya transportasi dan penitipan orang yang ditahan itu dari fasilitas
pertama ke fasilitas lain.

FARFATY AAA R oY MEL FHY AF Yol fE APolE 2FTRASE o] &
g & dguh
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Apabila pemohon penyelamatan mempunyai kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat membayar biaya itu, ia
dapat menggunakan sistem bantuan litigasi.

M2 Afdol A HagE FARA A ABol ARRE ML HE Es dFE FEHAZE £ S
o}

Pengadilan dapat menyuruh pihak yang kalah dari litigasi untuk membayar semua atau sebagian biaya yang telah
digunakan.
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3. 7k
3. Perkara Kekeluargaan
7} Ms

B. Pandangan Kilas Umum

TMtade EA-AA-GA S A ARBA G B 24 2 s} B
B4 F sMbasold sMtagTE = Og WEe A s 7
£ AL gad 7o) 2584 st s ARdAnn T 5 ALYk

Litigasi perkara keluarga adalah suatu prosedur sidang pengadilan yang memutus persengkeetaan mengenai
hubungan status yang bersifat dasar seperti pernikahan, hubungan orangtua anak dan anak angkat dan konflik
hubungan harta kekayaan yang diatur oleh undang-undang litigasi perkara keluarga, peraturan litigasi keluarga
atau peraturan di undang-undang lain.

rit
2
=
rJ
B
2
N =)
Qe

Tpade AR AEAAC AR EAL e sm, I Aae JRFo2 WALEH
olste] g,

Litigasi perkara keluarga membahas konflik persengketaan hubungan status antara orang pribadi, dan prosedur
itu pada dasarnya mengikuti undang-undang hukum acara perdata.

> ZHA=A A A}

» Prosedur rekonsiliasi perkara rumah tangga

BAo] AT Ao 25 BY WA ofsir|nnt BAAY] BEY FRE Aksn FAH
o2 BAL Ay St AAE Aol Mol AT Yrpo] we AF APAAZ T
dE 249l =4S FASA HUTh

Apabila terjadi pertikaian, diprioritaskan sistem kompromi dan perdamaian dari pihak yang bersangkutan
daripada diputuskan oleh putusan di pengadilan melalui litigasi, dan anggota tim koordinasi yang terdiri atas
hakim atau orang-orang yang memiliki reputasi dan pengetahuan tinggi secara sosial akan melakukan
perdamaian atau rekonsiliasi.

53] o]EAde A% 2A4L Botel dAHow AHY U A%e A
T2 @ Arol=E BAASE I AYlA mAs dsE AR 1s
o] seto] 2 4L Hash T 5 e P B AP
Lebih-lebih bagi perkara perceraian, pertama-tama diusulkan untuk meneruskan hubungan pernikahan itu
melalui tim tersebut, dan dalam keadaan terpaksa harus bercerai pun, memperhatikan dan menangani kerugian
yang akan dialami oleh pihak yang bersangkutan dan anak-anak, supaya kejutan akibat kehancuran rumah tangga
diminimalisasikan, sehingga sistem ini dapat dikatakan yang paling masuk akal.

U ABE ol E-EA

B. Prosedur perceraian menurut pengadilan

)
e

o

1 golol &3 AR ol

1. Perceraian kesepakatan kedua pihak dan perceraian melalui putusan pengadilan

o Hgel= Wl o3 o] & IA FololEH AW o]lEoE Ugyh

o Perceraian menurut undang-undang acara perdata Republik Korea terdiri dari dua macam, yaitu perceraian
melalui kesepatan kedua pihak dan perceraian melalui pengadilan.

o HE7F ME o|E B AW AUe] Fgol Bk Aol Tl AolE el o] EEALo|
kel o] EF & U

o Apabila kedua pasangan hidup sudah membuat kesepakatan mengenai perceraian dan pengasuhan anak yang
belum dewasa, mereka dapat bercerai sesuai prosedur perceraian kesepakatan.

o B3 Afolo] o] Eo] W Feolv} o] FofAA e A¢AE WY olES T 4 9, Wl
olE &FE AVEAY =4S AA st ok dUn.

o Apabila tidak terjadi kesepakatan perceraian dari kedua pihak, mereka tidak dapat bercerai dengan kesepakatan
mereka, maka harus mengajukan litigasi perceraian atau meminta pengaturan arbitrasi.

2. o]& A£9 A7
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2. Pengajuan litigasi perceraian

o HI Apolo] o] & B AR kel Felv} o] FolAA YL, wHd A W P %k
4, 54, A udel A3 tgFol e AF, B EUAA gkl A A= Aol
AARE ATstaa & dols olE A Tske &5S PRl Arlste o dyth

o Apabila tidak terjadi kesepakatan tentang perceraian dan pembagian kekayaan, atau masih ada pertikaian
terhadap hak penangung jawab terhadap anak, hak pengasuhan, biaya pengasuhan dan pergaulan pertemuan,
atau ketika ingin meminta biaya ganti rugi kepada lawan yang bertanggung jawab atas hancurnya rumah
tangga, maka harus mengajukan surat gugatan kepada pengadilan keluarga.

o)

o

3. AW Ol E A

3. Alasan perceraian melalui putusan pengadilan

o WgRl= RIW Agdoxol] AT AR T st ool A" Aol ABA ol
sy,

o Apabila satu atau lebih termasuk kepada hal-hal yang tertera dalam pasal 840 dalam Undang-undang hukum
perdata, dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.

rot
filo

378 5

e

4. AP ol =HA}
4. Prosedur perceraian melalui putusan pengadilan
)% HEe) £
A. Pengiriman berkas surat gugatan
o A7t 2%E WA WA PP 2% RES DuolA $2EL A1e FaE L F
e AFde AT 81 stoll FAFEE st $2Y agS DAY
o Apabila penggugat mengajukan surat gugatan di pengadilan, pengadilan akan mengirimkan berkas surat
gugatan itu kepada Tergugat, dan jika pengadilan tidak tahu akan alamat pihak tergugat, dapat
mengirimkannya secara terbuka dan umum sesuai dengan syarat tertentu lalu dapat mendatangkan
keberlakuan pengiriman.

b A2

B. Perintah sebelum ada putusan

o &F ATEAY 2BE AT Aol Lol #BI AEo]l urld *A Fukg et A=
Agode AARAES AT F AFUTH

o Apabila surat gugatan atau arbitrasi itu sudah diajukan, dan jika ada keadaan darurat sebelum putusan akhir
dibuat, maka dapat meminta perintah sebelumnya.

o We Fae] 2Fo] glolx BeF A9 AP0 ARAR AR T & AFUrh

o Pengadilan dapat membuat putsan perintah sebelumnya walaupun tidak ada permintaan dari pihak yang
bersangkutan dengan wewenangnya

o APHA RS AU a3 Ze Aol Jheduth

o Dalam keadaan di bawabh ini, dapat mengeluarkan perintah sebelumnya
o Uil HEEAVF Ea3%k 7% Ketika perlu larangan pendekatan lawan
o AEH] = uAd Ao IF{HIE A FHauxl st 7dF Ketika ingin - mendapat

pembayaran biaya kehidupan atau biaya pengasuhan untuk anak yang belum dewasa atau di bawah
umur

o HWHWAHE 1At dl= 7-$ Ketika mau nego berhadapan muka

o ARAEZAAGL olE AALL F 7Y o SAFLE & F AsUH AAAEEAH L
g Fojop mego] BT

o Setelah mendapat perintah sebelumnya ini dapat dibanding dalam 7 hari setelah diberitahukan. Putusan
perintah sebelumnya dapat memiliki kuasa, ketika sudah ada penetapan.

o 7MW YS &AHE APARAG S AWret Abghel diske] 1,000%F € o]ste] HEjgmel A
% U

o Pengadilan Agama atau kekeluargaan dapat menjatuhi hukuman denda 10 Juta Won terhadap orang yang
melanggar putusan perintah sebelumnya yang sudah ditetapkan

o HE
C. Perdebatan

wy

gREol grigel $2HW BAE WME/AS AFste] FAGUL HMEILE 5

o
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3k APgo] gle 3 2ol E4stoF dut. Vdase B2 AV AGT ol flo] &
M3k o ZPgE e 5%k ¢ olake] BefEel ALY AR FE UFUTH

o Apabila berkas surat gugatan itu sudah dikirimkan kepada lawan pihak, hakim menentukan dan
mengirimkan tanggal perdebatan. Pada tanggal perdebatan itu, jika tidak ada halangan, pihak yang
bersangkutan harus hadir pada sidang tersebut. Orang yang dipanggil pada sidang tidak hadir tanpa alasan,
pengadilan Agama dapat menjatuhi hukuman denda 500 ribu won atau menghadirkannya secara paksa.

o WA B2 olEADE AAFL HeHER AFHAL T FEA G A
Aolgte #4°] V22 S F AX, HHALE ALRA 9 FAXAE stk a1, A
EA A EE WAUNS NES + AU

o Berbeda dengan perkara perdata, maka perkara perceraian dapat diterapkan wewenang pengadilan, sehingga
walaupun tidak ada pengajuan suatu fakta dari pihak yang bersangkutan, hal itu dijadikan sebagai dasar
pemutusan, dan melakukan pemeriksaan fakta dan bukti dengan wewenang dan kapan pun dapat mengadili
pihak yang bersangkutan dan kuasa hukumnya.

gt 7FAFZEA

D. Pemeriksaan perkara keluarga

o WY& HEZLY Ao A*A = Y Fol| THAEARRANA 7HAtEANE WS 5 s
o FMtzAle 2RARNMAE & 5 dFUTh

o Pengadilan dapat memerintahkan pemerlksaan perkara keluarga kepada peneliti perkara keluarga baik
sebelum tanggal perdebatan maupun dalam perjalanan sidang. Pemeriksaan perkara keluarga dapat
dilakukan dalam prosedur pengaturan arbitrase.

o JMEATRE AL, A, AT, B8 ek AR A4 e Fgat] EAWA e
o) 9191 5 FaAe] g ARl ot A BAIY she, B, AP, A4 el
A A7 W 7HAEE S dstdx ZAFE A FHuth

o Petugas pemeriksaan perkara kekeluargaan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan pengetahuan
profesional seperti ilmu psikologi, sosial, ekonomi dan pendidikan untuk mengetahui apa penyebab
kehancuran rumah tangga dan lingkungan keluarga seperti riwayat pendidikan, pengalaman, keadaan
kekayaan, karakter, kesehatan dll.

np =74
E. Rekonsiliasi

o 2AYolE FAA Belo] FAstelol FUh MY 2FdAAR I FNT FE 9

Huth,
o Pada hari rekonsiliasi, pihak yang bersangkutan harus hadir. Dapat ditemani dengan kuasa hukum yang telah
diangkat.
o 7Ll WA Ee 2L Aol wet & AR dks] deld Atolle 2=Ael
AYEUD. 240 498 Aol HAe TR Aolo] RolE 42T He 2P2A

£ skl & FARAMIA ey

o Pada hari rekonsiliasi, jika pihak yang bersangkutan sudah mempunyai kesepakatan sesuai dengan nasihat
anggota tim rekonsiliasi, rekonsiliasi atau perdamaian itu terjadi. Jika sudah ada rekonsiliasi, pengadilan
membuat surat kesepakatan dari kedua pihak dan surat itu akan dapat dikirimkan kepada kedua pihaknya.

o 2] BUAN BE Afls 2 TEAL AIAAZY)E @ & gt & T
A7y 274 7&‘”0}“ ARE $90E WERH 14U oo oA S FHA Fe wl=
o 7;%01 sAgUh

o Jika tidak tercapai rekonsiliasi, dapat diperintahkan “keputusan yang menggantikan rekonsiliasi (rekonsiliasi
paksaan)”. Setelah kedua pihak menerima putusan rekonsiliasi paksaan, dan jika dalam 14 hari tidak
mengajukan keberatan, putusan itu akan ditetapkan.

o 2AzA Ex SHE 2o 2o Ao FABAY 2o Yo AdFUnh welA =
ol AHHE GAAE ¢ ol 2L EES & syt

o Surat rekonsiliasi atau putusan rekonsiliasi paksaan memiliki kekuatan yang sama seperti putusan final di
pengadilan. Oleh karena itu, jika sudah ada putusan rekonsiliasi, pihak yang bersangkutan tidak dapat
melawan isi rekonsiliasi tersebut.

LS e Rze B
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F. Putusan nasihat perdamaian

o AHlg BRI ABFE ado] AKHE T A FHE AS fstd HAdo=w sl
HAnA4d e & + JdFUTH

o Selama perkara litigasi masih berlangsung, majelis hakim yang mengadili perkara itu dapat memutus
putusan nasihat perdamaian dengan wewenangnya sendiri untuk memecahkan solusi yang adil.

o FAAY} FeATAA L $ILT 25 ool ol g AAsA @ Aede 9 HAdn
Aol &gsol Aol FARYT

o Apabila pihak bersangkutan tidak mengajukan keberatan dalam 2 minggu setelah menerima putusan nasihat
rekonsiliasi, putusan nasihat rekonsiliasi menjadi putusan final, maka persidangan akan berakhir.

o stejHAA o] FAHHM FAAE ol BEED = glayth
o Apabila putusan nasihat rekonsiliasi menetap, maka pihak yang bersangkutan tidak dapat melawannya.

AL BAEXAD

G. Pembacaan Putusan

o HAe AR #F Aelrt Bud #EL AugFunh
o Apabila sidang berakhir, pengadilan dapat memutus perkara.

of. A (A
H. Prosedur yang tidak tunduk (Prosedur naik banding)

o FAAEL ALY BAES $ILE A 25Y ool F4T & JFUTh F4T Wl
HAE Auwre Hdo FaAS AEFFUTh

o Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan surat banding dalam 2 minggu sejak menerima pengiriman
putusan pengadilan di tingkat sebelumnya. Ketika mengajukan surat naik banding, harus diajukan kepada
pengadilan yang telah mengeluarkan putusan yang tidak memuaskan.

o FaAdA AAES Ao F4H AHAS FEHE A 2F7Y oo tiH H4nd
F AFULE 40T dole F424 MY Fags AEFU

o Apabila sudah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding, dalam 2 minggu setelah menerima
putusan pengadilan tingkat-kedua, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan surat kasasi. Ketika
mengajukan surat kasasi, pengajuan itu dilakukan kepada pengadilan di tingkat ke-2.

o 14 VA S Auwa FasA G2 A FaT|bo]l Ad wf, st Far|4 3E2E Aa
oL st 2 A AJarizie] Ad o), Far17 Al Agaste] dar)d dE2E Ax

e Solle= 14 WEo] FAHHYH.

o Setelah mendapat putusan di pengadilan tingkat pertama, dan sudah melewati masa naik banding dengan
keadaan tidak mengajukan surat naik banding, dan atau setelah naik banding, putusan banding ditolak, atau
setelah mendapat surat putusan banding, tidak mengajukan surat kasasi, atau sudah mengajukan surat
kasasi, namun kasasi ditolak, maka putusan di pengadilan tingkat pertama akan menjadi menetap sebagai
putusan final di pengadilan.

A 22 5 44 Fo AR
I. Prosedur setelah ketetapan melalui putusan

o Aol wAe Au} 24 5o HAHH AR NEAAEE
7l slAE, A Sol 4™ @RE 1Y oo WAEE sHATAH)SE
A, FASHAE, 240l A9 Aeoe IEFE Ul oluel A=
o TE7IEA T Al FaA A AAE shojok gy,

o Walaupun perkara sudah diputus dengan putusan atau rekonsiliasi, untuk menyelesaikan hubungan status di
dalam akte daftar hubungan kekeluargaan, dalam 1 bulan setelah putusan ditetapkan melalui putusan (atau
perintah nasihat rekonsiliasi), bukti pengiriman, surat bukti konfirmasi, sedangkan jika terjadi rekonsiliasi,
dalam satu bulan sejak hari itu, akte bukti rekonsiliasi dilampirkan dan dilaporkan di kantor di mana pelapor
tinggal.

o %%g@"é%‘jé*ﬂ, SETHAT AT/S T2 JAdA LS F AFsHH

o Surat bukti konfirmasi putusan, dan surat pembuktian pengiriman dapat diterima dari pengadilan yang
memutus.
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5. 4553 WA FAA
5. Perolehan warga negara dan syarat untuk tinggal di dalam negeri

o wAHSF e FUYAFAA L Mol #Est= ARV obdUTH ol WHFRY ARdUTh

o Perolehan warga negara atau syarat untuk tinggal di dalam negeri bukan perkara yang ditangani oleh
Pengadilan. Itu adalah urusan departmen hukum.

o ZAHE F FUHAF #Bsld= HFH Absl U= AR RE FH oA AN HRE
4 & AdFUTh

o Informasi perolehan warga negara dan syarat untuk tinggal di dalam negeri dapat diperoleh dari situs Home
page kantor imigrasi dan pusat kebijakan orang asing di bawah departmen hukum dan Imigrasi.

ok doo)E

C. Perceraian melalui kesepakatan kedua pihak

> Fojo]&oldt
P Apa itu perceraian kesepakatan kedua pihak

PRIE AR E TGS ST EAWAE AL AR BA Y WU ool &
AFERIS WFE 3 o] AW EE ERlgh oA A I gRIMTES HFE A(F). . ¥
o AoA Ala %Lgibﬂ o] &2l EHo] TAFUT
Sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, yaitu suami istri dapat bercerai memutuskan untuk menghentikan
hubungan pernikahan, prosedurnya pertama-tama mendapat konfirmasi perceraian melalui kesepakatan dari
pengadilan yang berwilayah, dan kedua pihak bertanda-tangan dan dicap di atas laporan perceraian dan
dilampir dengan surat pernyataan kepada kepala kota, kabupaten dan kecamatan, baru hal itu dapat diberlakukan
lagi.

1714 “Algh e Pt AAEHA e g w@YT

Di sini apa yang dimaksud dengan “kota” adalah “di mana tidak ada kabupaten”.

> HojolEHA=

» Bagaimana prosedur perceraian kesepakatan berdua

1) FojolEofateqle AA
1) Pengajuan konfirmasi perceraian kesepakatan
O  AAA AZtAAoF & A F
(D Dokumen yang harus diserahkan pada saat permohonan
@ Helo] EASANGA 15/
@ Surat permohonan konfirmasi perceraian pada saat kesepakatan
- RugL A ek, AAA e Wde) AAA AT sy
- Dibuat sama-sama oleh kedua pasangan suami-istri dan formulir dapat didapati di loket penerimaan
di pengadilan.

- 71de nAE He 502 @ £ glome UMY WAt FEe slxstelob
s, Aty WA E FA WLl Amstelof gk

- Pemberitahuan tanggal itu diberitahukan melalui telp, dan tempat dihubungi harus dicatat secara
seksama pada surat permohonan, dan bila terjadi perubahan alamat tempat dihubungi, segera harus
dilaporkan ke pengadilan.

W g tSAASTHA Y} EJABASTEA 4 1%

@ Satu berkas yang membuktikan hubungan suami istri dan surat keterangan keluarga

- A AEBAZPAL EABAZHA 2 15

- Satu berkas yang membuktikan hubungan kekeluargaan dan surat bukti pernikahan.

© A S B BAR SN B

- Dlterbltkan dari kantor walikota, kecamatan, dan kelurahan.

@ FHSE2ZR 12

© Satu berkas Daftar kartu tanda penduduk
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- F2A BY WU | EARANAL S Aeoln AR

- Perlu dilampirkan hanya ketika mengadakan konfirmasi maksud perceraian di pengadilan setempat.
@ PAAEd A (A Fd AE 23, ol #F GUHE B ERH MY ==
Hdo]l B2 A3 73 oo Addl =E3ste A= AL)7E de F5E ol&dd #3t
FUHE e T O Ay &S5 JARAAR B FYA 15H AR 2F = HHHA

jul -

of ABRAE 2 FAITHA 4 3FS AFstsE, BRIV A EAste] AASAL ol &l #

& QS we ASolt AL UMY 1AL AAX AET 5 AL AW D
5}

ASBAE FA7L7HA AT & A5

@ Pasangan suami istri yang mempunyai anak yang belum dewasa (termasuk anak yang sedang dihamil,
tetapi tiga bulan sesudah diberitahukan atau dalam waktu yang ditentukan menjadi dewasa tidak
termasuk) setelah diberitahukan informasi perceraian, pengasuhan anak dan kesepakatan penentuan
pengasuh satu berkas dan salinan 2 dan putusan asli dari pengadilan keluarga dan surat bukti terhadap hal
itu 3 berkas harus diserahkan, sedang jika hadir sama-sama suami istri mengajukan permohonan dan
mendapat persetujuan, surat kesepakatan boleh diserahkan 1 bulan sebelumnya, putusan asli di
pengadilan dan surat pembuktian dapat diajukan sampai dengan tanggal konfirmasi.

el kg3 AARAAN BF Folyb DA o] FolAA YE Aol A&sA st

AR ARS Aot AR g GAHAFHAE AEstool U mlAE =

AA A FYolEEelo] AAHAY E&lE F AFUH

Apabila kesepakatan mengenai pengasuhan anak dan penentuan penanggung jawab tidak berjalan lancar,

segera dapat mengajukan putusan di pengadilan Agama atau kekeluargaan, kemudian putusan pengadilan

asli dan surat bukti konfirmasi itu harus diserahkan. Jika tidak diserahkan atau menunda penyerahannya,
konfirmasi perceraian kesepakatan dapat ditunda atau tidak dapat diketahui.

- B3] o)A geRE mAgdd Azt Adel o2y AR szt s@st
£ ggvlel #ate] AT A4 A FeuRTRAIL AYE0) Hre] Augl
of ZAIABE T F JorB=E FHHFEH #Heto] AF3 FYE Stoof FUTh

- Lebih-lebih apabila mulai tanggal perceraian sampai anak yang belum dewasa menjadi dewasa,
sudah ada kesepakatan untuk menanggung biaya pengasuhan tersebut, karena sudah ada surat
perjanjian penanggungan biaya pengasuhan, sehingga dapat dilaksanakan secara paksa tanpa
pengadilan khusus, maka terhadap beban biaya penanggungan diadakan kesepakatan yang matang.

o] &A1 3L A

(® Surat Lapor Perceraian

- oA IAE W AlEste ARIE ok A(T).w. HARFL o]EA S W A
Sote ARFAUS 28y, e AFE w mg o]&Al A SiHe] A" A
Hoel| wpg} BE7F A st MY e gl & 244 158 Basta ur) o]
A0 w A=stE HY P

- Surat lapor perceraian bukan dokumen yang diserahkan kepada pengadilan, tetapi kepada kantor
walikota, kecamatan maupun kelurahan pada perceraian. Akan tetapi, ketika mengajukan
permohonan di pengadilan, sesuai dengan cara yang tercacat pada halaman di belakang kertas

laporan perceraian, harus diisi kemudian tanda tangan dan dicap lalu masing-masing menyimpan
dan pada saat pelaporan perceraian dapat diajukan.
- ATAgAe W) AN FEFT D A(T). 5. BT AU
- Formulir laporan bisa didapati pada loket penerimaan surat permohonan di pengadilan dan kantor
walikota, kecamatan dan keluhrahan.
R F Aol fFte] AAY mEX(TA2) $7EFA B
(D Salah satu pihak dari pasangan itu berada di luar negeri atau sedang ditahan di penjara maupun rumah
tahanan
- AYFUSEESE 1T L uTET EE)
2 g FA& TF) 15 ARFUD
- Dilampirkan satu berkas daftar sebagai orang yang tinggal di luar negeri (diterbitkan kantor di luar
negeri atau departmen diplomat dan perdagangan) atau surat keterangan penahanan (penjara dan
rumah tahan)
@ AHAE AL WY

@ Pengadilan yang ditujukan

rlr

S8 5HA (%
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o O|EFAAY FE/NFEA EE FLAF BIHE Wl BRI A B4 UM E
Al Zsko] oF T

o Pasangan suami-istri sama-sama hadir pada pengadilan setempat di mana mereka tinggal, dan
mengajukan surat permohonan perceraiannya.

CBR 2 O] s JAY WEAFAL)N FEFA Aol e el Ex
st AHAE AFSHT B Lon], ARAFE AHA AF FAC] AR YR
shofok o,

- Ketika salah satu pihak dari pasangan suami istri berada di luar negeri atau sedang ditahan di penjara
atau rumah tahanan, baru salah satu pihak saja hadir dan mengajukan permohonan, dan diberi
informasi, dan dokumen lampiran lain pun diserahkan pada saat penyerahan surat permohonan.

@ o]&ol #3
@ Informasi mengenai perceraian
o YO RHE o]Fe #I QUF WrEA] wolop stm, AU AT Hgg
IS F AU 539 nAddR] AU e JAAZAA A Feto] FE
e e £ JgME AT AS APy
o Harus diberi informasi mengenai perceraian dari pengadilan, dan diusulkan untuk berkonsultasi dengan
komite ahli konsultan. Lebih-lebih pengasuhan anak dan penentuan penanggung jawab terhadap anak
harus dibuat surat kesepakatan bersama setelah mendapat konsultasi
o AAA Hg dHE 3/Mdo] AHAsEE o] & #I IS WA ofystH oo &9
AN AL Ak Aoz FUTH
o Tiga bulan sejak surat permohonan diserahkan, tidak menerima informasi mengenai perceraian,
dianggap permohonan konfirmasi maksud perceraian kesepakatan telah ditarik kembali.
@ olE=H 7| @ Ex WA
@ Dipersingkat atau dibebaskan masa pertimbangan perceraian
o OHJIE Hle YHE nAdel X]—L:](OV\I Z9] A= z—cﬂ)ﬂ_ AeE A= 3L, Ad
2 A e F 370 ol Afelef mAAdRl A|TE e Afole
=2 A Uld ol mAddl A|rt e A 2 2 vre A
Foll olEolAte] g WE F glou HHEY 5 Fad
= ET d9AVE 283 AT e AF olE &WE] ARAE AEd 5 AsUTh
o AT Be AU AE FaA ARAE AZT + AFUD
o Setelah diberi informasi, jika ada anak yang belum dewasa (termasuk anak yang sedang dihamil) tiga
bulan, atau jika ada anak yang berusia 1-3 bulan sampai hari menjadi dewasa, atau 1 bulan sebelum
menjadi dewasa dan atau keadaan lain, setelah satu bulan lewat, dapat menerima konfirmasi maksud
perceraian, akan tetapi karena keadaan yang memaksa seperti kekerasan keluarga, sehingga jika perlu
waktu itu perlu dipersingkat atau dihilangkan, maka hal itu harus dijelaskan dan dijajukan alasan
tersebut. Pada saat itu, jika perlu, setelah mendapat konsultasi dengan ahli, alasan itu dapat dibuat.
o AfA AE F 7Y ol FAAYe] ARG Aeho] fow Hzol A s Yol
FAEH, oo tstdE o9& & + YJFUh
o Setelah alasan itu diserahkan, dalam waktu 7 hari, jika tidak ada permintaan pemberitahuan penetapan
kembali tentang tanggal konfirmasi, tanggal yang ditentukan pada saat pertama tetapi dipertahankan,
dan terhadap hal itu tidak dapat diajukan keberatan.
® AHAA 3}
(® Penarikan surat permintaan
o AHA HF Fox o] EAERIS W] H7pA] BRI e e Hedd AAS
HAstd =+ A5y
o Setelah surat permohonan sudah diajukan pun, sebelum mendapat konfirmasi perceraian, salah satu atau
kedua pihak dapat menarik kembali permohonan tersebut.
® FololE oAt stel
® Konfirmasi maksud perceraian kesepakatan
o WEA BRI} 3 B ARF(FUSES, 249HF, 37AT L AW F shd =

Fe HAL BARE 7)Yl Wdel F43keloF Fuich,

o Harus pasangan hidup hadir di pengadilan bersama dengan membawa kartu identitas diri (Salah satu dari

kartu Tanda Penduduk, SIM, Sertifikat Pegawai Negeri atau paspor) dan cap pada tanggal yang
diberitahukan

e >}L
o mlo
o

N
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13k Aog BEg 3Holo]EoArEelal

ol

B

o

o FRI7IYS 23] AA ESHT B¢ FAA
S ohAl Shod ok Syt

o Apabila pada tanggal konfirmasi itu tidak hadir dua kali secara berturut-turut, dianggap permohonan
konfirmasi itu telah ditarik, maka harus mengajukan kembali permohonan konfirmasi maksud perceraian
kesepakatan kedua pihak.

o ol o|Eelatet mAE st Y A I Ao Fg3 AAAAA B FHolA
e A ASAE 2 gAHSHEATE AHE HdoA FRAA FAMTE 1F
ngdR] A7 s A FYATE D FSRFEFERAYE Be M HdY] AudE
45 A 154 S R

o Pernyataan perceraian dari suami istri, surat kesepakatan mengenai pengasuhan dan pemutusan pengasuhan,
atau putusan asli pengadilan negeri dan surat bukti konfirmasi sudah dipastikan, pengadilan dapat
mengeluarkan 1 berkasi dari surat konfirmasi, surat kesepakatan dan perjanjian untuk menanggung biaya
pengasuhan, apabila ada anak yang belum menjadi dewasa, putusan asli pengadilan keluarga dan surat
bukti konfirmasi.

o FAANA Felg & 5 9lo] /P AR AT Aol FArdel 450 1
AHE 2makel ok Fyh.

o Sampai hari konfirmasi itu tidak ada kesepakatan, lalu meminta putusan di pengadilan keluarga, pada tanggal
konfirmasi itu harus hadir dan alasan itu harus dijelaskan.

o A HYE faiA HALS A FEH JAAAZAA N #I FYo thste] RAFS HG
T AL, B gt =8 gy

o Demi kesejahteraan anak, pengadilan dapat memerintahkan pembenahan terhadap pengasuhan anak dan
kesepakatan penentuan penanggung jawab terhadap anak, dan jika perintah pembenahan tidak ditanggapi
secara positif, dianggap belum ada konfirmasi.

o B Mg e Agole 7HEHde HERE A olE B AW IEAAAE F&
A7E £ AHUh

o Jika mendapat belum ada konfirmasi, dapat mengajukan perceraian melalui putusan pengadilan atau
penentuan penanggung jawab atas anak melalui pengadilan.

=i}
=

2) Fool& A
2) Pelaporan perceraian kesepakatan
o O]EZAERRIMTELE e GRE 3ol AUW I FEo] FAHEE, AIoArt
Qo 9 71zk ol FAA A mE Aol A(F). & WMAF20 HAA SR FRH o
TAIAME AEdto ok dTh
o Bukti konfirmasi perceraian memiliki masa berlaku 3 bulan, maka jika ada kemauan untuk melapor, pada

masa itu dari salah satu pihak atau kedua pihak harus mengajukan bukti konfirmasi itu di kantor kota,

kecamatan atau kelurahan.

- o]&AATE gled o]&H Aol ofym, 9] Z|Zte Ad Bl TA e o]&oAt
B91g ux] grod o]BANE & F glsych

- Kalau tidak ada laporan perceraian, bukan mereka sudah bercerai, dan apabila sudah melewati masa
tersebut, jika tidak mendapat konfirmasi perceraian dari pengadilan, tidak dapat melakukan laporan
perceraian.

- A AUTE e A olEAIAL Ao doMTE e ARAEE 2 IO FETEA
2 FRslo] AAAXNAH A shalok av), YA FA A
ZHAe] ST Al FojAFE =
4 Aag stefop Fuch

- Apabila ada anak yang belum dewasa atau di bawah umur, maka ketika ingin melakukan laporan
perceraian, harus melampirkan bukti kesepakatan dan putusan asli dan bukti konfirmasi dan melapor
penentuan penanggung jawab atan anak, sedangkan anak yang sedang dihamil, hal itu dilakukan bukan
pada saat bercerai, tetapi ketika anak itu lahir, dilampirkan bukti kesepakatan dan putusan asli dan
bukti konfirmasi dan melapor penentuan penanggung jawab atan anak.

© HAASES BT A4 FUAFTES mpwe 3re i oujetd o EolAkstel
AAE B LA FAATES T mRRS F JAHUTh

- Apabila kehilangan bukti surat konfirmasi: Kalau hal itu terjadi dalam 3 bulan setelah didapati, dapat
mengajukan permintaan kembali di pengadilan di mana pernah menerbitkan surat pendaftaran.

- e FAAYRE 247 HED F VSRR, HYoRRE mRLe FATES
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olEA T Mol ARk} BHBEAY] R,
Pengadilan akan menyimpan asli kesepakatan selama 2 tahun, dan setelah itu akan dibuang, oleh
karena itu setelah mendapat kesepakatan dari pengadilan, sebelum pelaporan perceraian harus dipoto
kopy dan disimpan dengan baik-baik.

3) deoloj&o #H3
3) Penarikan/Pembatalan maksud perceraian kesepakatan bersama
o o]EATAL B W FeE o] EF oA} Qe ASolE A(F). . Hel BolA AN
TS FAFstA o] EYAHIAE A=stH U
o Setelah mendapatkan konfirmasi maksud perceraian pun, jika tidak ada keinginan untuk bercerai, surat
penarikan perceraian kesepakatan bersama dengan lampiran bukti konfirmasi dapat diajukan
- O|EAIAT} o] EYAHEIMEY A HEHH HIAE AEsAveE o]&9 &Y
o] WA Th
- Apabila laporan perceraian diserahkan lebih dahulu daripada surat penarikan, maka walaupun surat
penarikan perceraian kesepakatan bersama diserahkan, perceraian tetap berlaku sah.

4. Fool&Y e
4. Efek perceraian kesepakatan bersama

o MR e o|Eo|ABRlE ol AmFo M EAWAL aPYT

o Setelah mendapat konfirmasi keinginan bercerai dari pengadilan, dan hal itu telah dilaporkan, maka
hubungan pernikahan itu sudah berakhir.

o o]& Fo= Ao i3k Fre] @elet oF= ool HAglel IUE FAHU HA
Al (LA T A 23)7E e Afdde O A 53 JAAARAA ] B3 H oA
e 7Y Aol wEyH.

o Setelah bercerai pun, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku entah perceraian terjadi
melalui kesepakatan atau tidak, tetapi jika ada anak yang belum dewasa (termasuk anak yang sedang
dihamil), mengikuti kesepakatan mengenai pengasuhan anak dan penentuan penanggung jawab terhadap
anak atau putusan pengadilan Agama.

o 53], o4l g2 RE mAdddd AUzt Addl ol27] AR 7Igtel et
SHlol| #to] FEHIRFEAVE APHM, o]& & SFFHF I A IE FFHE AT}
A grow dsuRgzAgRe APl RAF AR YRl FANYL T &
AFUT

o Lebih-lebih, mulai tanggal perceraian dan sampai tanggal sehari sebelum anak menjadi dewasa, akan
dibuat kesepakatan menanggung biaya pengasuhan, dan apabila jika tidak membayar uang pengasuhan
seperti apa yang telah disepakati di dalam surat kesepakatan untuk menanggung biaya pengasuhan, maka
dapat mengeksekusi secara paksa berdasarkan surat pelaksanaan yang diberikan oleh pengadilan.

ol W b §5/1EAE AgarE Yate Ax ¥re FEEA WANLE
A stofof gyt

o Apabila istri ingin menggunakan tempat dasar daftar lain yang berbeda dengan temapt suami yang
menceraikan, maka dapat melakukan laporan perubahan tempat daftar baru.
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